2.1.

BAB I
PEMBAHASAN

Teori dan Landasan Hukum

2.1.1.Tinjauan Umum Mengenai Perikatan

Kata perikatan dapat kita temukan dalam pasal 1RiB3b Undang-
Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa pamikdilahirkan baik
karena persetujuan, baik karena undang-undang. Napasal tersebut tidak
memberikan definisi mengenai perikatan, karenalKlimdang-Undang Hukum
Perdata sendiri memang tidak memberikan definrgateg perikatan.

Pengertian persetujuan adalah suatu perbuatargdaekadin kata sepakat
antara dua atau lebih pihak untuk mengadakan aklbat hukum yang
diperkenankan.atau dengan kata lain suatu persetujiadalah suatu

perjanjianyang mengakibatkan hak-hak dan kewajksamajiban?

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata imydanenegaskan
tentang kewajiban perdata, yaitu bahwa kewajibawlgia dapat terjadi karena
dikehendaki oleh para pihak. Yang dimaksud dernggma pihak disini adalah
mereka yang terkait dalam perikatan,baik perikatang sengaja dibuat oleh
mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturanngang-undangan yang
berlaku. Pihak-pihak dalam perikatan minimal terdari dua pihak, yaitu pihak
yang berkewajiban (Debitur) dan pihak yang berhtds gpemenuhan prestasi
(Kreditur).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidakmimerikan
definisi dari perikatan, namun dari Pasal 1233 Kitéhdang-Undang Hukum

Perdata, dapat diambil kesimpulan bahwa perikadadah hubungan hukum

4 Mashudi, Mohammad Chidir Ali, Bab-bab Hukum Patdn Pengertian-Pengertian
Elementer, (Bandung : CV.Mandar Maju,1995), hal 56.
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antara dua orang (pihak) atau lebih dalam bidapgfigan harta kekayaan, yang
melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalaburigan hukum tersebut.
Dan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 12® Kndang-Undang

Hukum Perdata, yaitu bahwa hubungan hukum dalaikgten dapat lahir karena
kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetuyaamg dicapai oleh para
pihak, dan sebagai akibat perintah perundang-ursigdgngan demikian berarti

hubungan hukum ini dapat lahir sebagai perbuatdurhuyang disengaja atau
tidak, serta dari suatu peristiwva hukum, atau bahdai suatu keadaan hukum.
Peristiva hukum yang melahirkan perikatan misaltgmpak dalam putusan
pengadilan yang bersifat menghukum atau kematiarg yaewariskan harta

kekayaan seorang pada ahli warisfiya.

Ada empat unsur yang terkandung dalam rumusan RA&23d Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
1. Perikatan Adalah Hubungan Hukum.

Unsur hubungan hukum ini dimaksudkan untuk membeaaierikatan
sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undanggade
hubungan/perikatan yang timbul dalam lapangan ndaalkebiasaan yang
juga menimbulkan adanya kewajiban untuk dipenugtap tidak dapat
dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan mhiRerbedaan
antara perikatan dalam lapangan hukum dan motatdkrmpada sanksi yang
dapat dipaksakan. Dalam perikatan menurut undadgng) apabila debitur
wanprestasi, maka kreditur dapat meminta bantu&nrhwntuk memaksa
debitur memenuhi kewajibannya. Sedangkan sanksangghran dalam
perikatan dalam lapangan hukum dan kebiasaan adedalpenyesalan aau

pengucilan dari pergaulan sosial.

2. Hubungan Hukum Yang Melibatkan Dua Pihak Atau Lebih

> Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, Perikatan padiaumnya, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hal 17.

° Ibid., hal 18.

! J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada UmumiBandung : PT. Alumni, 1999),
hal 13.
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Subyek perikatan adalah para pihak yang terlibéandssuatu perikatan.
Kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu westari debiturnya.
Debitur adalah pihak yang dalam suatu perikatary y@rkewajiban untuk
memberikan prestasi pada Kreditur. Menurut Pas8i 1Ritab Undang-
Undang Hukum Perdata, obyek dari suatu prestask tidirus dalam wujud
sejumlah uang tertentu, tetapi dapat juga berupaajigan untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan seguatu.

3. Hubungan Hukum Dalam Lapangan Hukum Harta Kekayaan.

Rumusan ini memberikan arti bahwa dalam setiajgkat@an terlibat dua
hal.Pertama menunjuk pada keadaan wajib yang ltpesiuhi oleh pihak
yang berkewajiban. Kedua, berhubungan dengan pdmankewajiban
tersebut, yang dijamin dengan harta kekayaan pigiakg memiliki

kewajiban tersebut. Dalam perspektif ini, makaagethubungan hukum
yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan jilkawayang
bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkeamjiidaklah masuk
dalam pengertian dan ruang batasan hukum periRetnini berarti

apabila terjadi wanprestasi maka sebagian besargiker dapat diganti
dengan uang. Tetapi ciri nilai uang ini bukan mekan unsur mutlaf’Ciri

mempunyai nilai ekonomis/ uang hanya diperlukarnadapa perikatan

yang timbul dari perjanjian safa.
4. Melahirkan Kewajiban Pada Salah Satu Pihak Dalank#&an.

Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban untaknberikan sesuatu,
melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sestatajiban-kewajiban
ini disebut prestasi. Prestasi dalam melaksanakavajiban ini memiliki

dua unsur penting, yaitu berhubungan dengan parsdahggung jawab

8 Ibid, hal 25.

o Kartini Mulyadi, Gunawan Widjayap.cit., hal 19.
10 J.Satrigop cit, hal 17.

1 Ibid, hal 19.
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hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut terlgpasamksinya $chuld)™
dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenwveajikan dari harta
kekayaan pihak yang berkewajiban untuk memenuhiakban tersebut
(haftung).”*Yang dipersoalkan dalam hal pelaksanaan pres@uiul()
adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakastgsi, tanpa
mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersapat dituntut oleh
kreditur atau tidak. Dan yang dipersoalkan datdaftung adalah tanggung
jawab yuridisnya terlepas dari siapa yang wajib memhi prestasi yang
terhutang*

Pada umumnya, Debitur yang mempungahuld dan Haftung.*°Oleh
karena itu Debitur yang terikat dalam suatu peakatdapat dimintakan
pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yhbgbankan padanya
dari harta kekayaannya berdasarkan pada perjaygang telah dibuat dan
disepakatinya. Misalnya, dalam perjanjian jual bopkmbeli dapat dimintakan
pertanggungjawabannya untuk melaksanakan kewajanaitu menyerahkan
uang sebagai harga pembayaran barang yang dibeli.

Disamping adanya perikatan yang menimbulli@&huld dan Haftung
dimungkinkan juga terbentuknya perikatan yang meénikanSchuld tetapi tanpa
yang bersangkutan mempuny&thuld. Contoh perikatan yang menimbulkan
Schuld tetapi tanpaHaftung adalah prestasi yang lahir dari suatu perjudian,
sedangkan contoh perikatan yang menimbulkiaitung tetapi tanpaSchuld

terjadi dalam konstruksi pemberian jaminan kebendéeh pihak ketigd®

Secara harfiah, kata perikatan sebagai terjemagtdahiVerbintennis,
yang merupakan pengambilalihan dari kKabhigation dalamCode Civil Perancis.
Dengan demikian, perikatan berarti kewajiban padkbhs satu pihak dalam

hubungan hukum perikatan terseblt.

12 J. Satriopp.cit, hal 20.
13 Kartini Mulyadi, Gunawan Widjayap.cit, hal 20.
14 J. Satriopp.cit, hal 21.
iz Kartini Mulyadi, Gunawan Widjayaoc.cit.
Ibid.
ol Ibid, hal 16.
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2.1.1.1. Pembagian Perikatan

Perikatan dapat dibagi menurut Pembagian lahirrgrékgtan, menurut

sumber lahirnya perikatan, menurut isi/prestaskpé&én, dan menurut doktrin.
1.Pembagian Lahirnya Perikatan Menurut Sumber Lahifgrikatan :

Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Rardaenyatakan
bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karenzats persetujuan,
maupun karena undang-undang. Ketentuan pasal 1983 (&) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata membawa konsekuenaiablhbungan
hukum yang menerbitkan kewajiban/ prestasi dalaparigan harta
kekayaan dapat terjadi dari perbuatan hukum, peashukum maupun
karena suatu keadaan hukum. Perbuatan hukum téd@bat merupakan
perbuatan yang memang dikehendaki dan direncanaledmpara pihak
yang terikat dalam perikatan tersebut, maupun naap suatu perbuatan
hukum yang tidak dikehendaki oleh para pihak dgtenikatan tersebdf

2. Pembagian perikatan menurut sumber lahirnya parkadibagi menjadi

dua, yaitu :

a. Perikatan yang bersumber dari perjanjian. Dasarutmmya adalah
pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Rarddimana
dengan membuat perjanjian, salah satu atau lebitakpidalam
perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memherkewajiban

sebagaimana yang telah dijanjikan ;

b. Perikatan yang bersumber dari undang-undang. Surmpbgkatan,
selain perjanjian adalah dari undang-undang. Kitatglang-Undang
Hukum Perdata membagi perikatan yang lahir darangelindang ini

menjadi perikatan yang lahir karena undang-undajay gan perikatan

18 Ibid, hal 41.

Uniggas Indonesia
Penerapan pasal..., Muhammad Hasybi Jauhari, FH Ul, 2011.



12

yang lahir karena undang-undang yang disertai dengerbuatan
manusia.Untuk perikatan yang lahir dari undang-ongdalisertai
dengan perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan bertentangan
dengan undang-undang dan perbuatan yang diperlavieitd&h undang-

undang;
3. Pembagian Menurut Isi/Prestasi Perikatan :

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meinplegiggatan

menurut isinya/prestasi perikatannya ke dalam :
a. Perikatan yang ditujukan untuk memberikan sesuatu ;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberideiimisi dari

perikatan untuk memberikan sesuatu, tetapi dariusam yang
ditemukan dari Pasal 1235 Kitab Undang-Undang HukRendata
dapat kita ketahui bahwa yang dimaksudkan dengakapen untuk

memberi sesuatu adalah perikatan yang mewajibkdtudeuntuk

menyerahkan suatu kebendaan.Yang dimaksud denghendaan
adlah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal #886 Kndang-
Undang Hukum Perdata, yaitu setiap barang danhpyang dapat
menjadi obyek dari hak milik. Kebendaan ini selamya dibedakan
lagi ke dalam kebendaan bertubuh, tidak bertubafgdrak atau tidak
bergerak®®

b. Perikatan untuk melakukan sesuatu ;

Perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatupalean perikatan
yang berhubungan dengan kewajiban debitur untukakeahakan

pekerjaan atau jasa tertentu untuk kepentingaritiaréd
c. Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu ;

Dalam perikatan untuk tidk melakukan sesuatu, kibaajprestasinya

bersifat pasif, yaitu tidak berbuat sesuatu ataumbigrkan sesuatu

Ibid, hal 50.
Ibid, hal 62.
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berlangsung. Contohnya antaralain adalah perjaypargy dibuat oleh
majikan dengan buruh. Contoh perikatan membiarkaglakakan
sesuatu adalah tentang persero diam dalam persekittmanditer
(CV), yaitu bahwa persero diam secara pribadi atelalui orang
yang dikuasakan olehnya berwenang untuk memasuiarpegan-
pekarangan, gedung-gedung kantor dan bangunan-@mdpin, yang
dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan barwenang pula
untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-lmang dan

hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) pemsétoa
4. Pembagian Perikatan Menurut Doktrin :
a. Perikatan perdata dan perikatan alamiah ;

Perbedaan perikatan perdata dan perikatan alateiddtak pada
pelaksanaanya. Pada perikatan perdata pelaksandapgedituntut di
depan pengadilan, sedangkan pada perikatan algmelaksanaanya
tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Akanpietpka seorang
secara sukarela melunasi perikatan alamiah, mak@itiatidak dapat
dituntut kembali, menurut ketentuan pasal 359 Kltaaang-Undang

Hukum Perdata.

b. Perikatan pokok dan perikataoessoir ;

Suatu perikatan disebut dengan perikatan dasarpatakatan pokok,
jika perikatan tersebut merupakan suatu perikasag Yerdiri sendiri,
dan tidak memiliki ketergantungan baik dalam bergalaksanaanya,
maupun keabsahannya, dengan perikatan lain. selpatmisanaan
perikatan dasar atau perikatan pokok ini, untuk jemem bahwa

kreditor nantinya akan memperoleh pelunasan dakitute atas

21 Ibid, hal 53.
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kewajiban yang diatur dan dimuat dalam perikatarsadaatau
perikatan pokok ini, maka dibuatlah perikatan ikiaacesoir.??

c. Perikatarprimair dan perikatan sekunder ;

Perikatan primair adalah perikatan pokok. Sedamgkerikatan
sekunder adalah perikatan yang menggantikan pankg@trimair,

apabila perikatan primair tidak terpenuhi.
d. Perikatan sepintas dan perikatan yang memakan waktu

Perikatan sepintas adalah perikatan yang pemenyhardan
hubungan hukumnya hanya membutuhkan waktu yangkating
Contohnya adalah perikatan jual beli secara turgedangkan
perikatan yang memakan waktu adalah perikatan pangenuhannya
membutuhkan jangka waktu yang relatif lama.

e. Perikatan positif dan perikatan negatif;

Perikatan positif adalah perikatan yang isinya ajékan debitur
untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, gledaiperikatan
yang negatif adalah perikatan yang melarang orarguat sesuatu
atau mewajibkan debitur untuk membiarkan sesuattliafgsung
(perikatan untuk tidak berbuat sesudtu).

Perikatan sederhana dan perikatan kumulatif;

Pada perikatan yang sederhana, kewajiban yang Hawmsikan oleh
debitor adalah sesuatu kewajiban tertentu saja kdeditor berhak
menolak kalau debitor memberikan prestasi yang, lgamg bukan
diperjanjikan itu. Contohnya adalah pada pinjamapakKewajiban

debitor adalah mengembalikan barang tertentu ygngjam. Namun

Kartini Mulyadi, Gunawan Widjayap.cit, hal 102.
J.Satriopp.cit, hal 80.
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kreditor tidak wajib untuk menerima dengan pengdrababarang
yang sejenis, sekalipun nilainya sama atau batétih tinggi;**

Perikatan kumulatif adalah perikaan yang mengandieinip dari satu
kewajiban bagi debitor dan pemenuhan salah satukéarajiban-
kewajiban tersebut belum membebaskan debitor davakban yang
lain. Contohnya dalam perjanjian jual-beli, dima®janjian tersebut
berisi beberapa kewajiban, antara lain adalah pémjarkewajiban
menyerahkan barangnya dan selama belum diserap&ajual harus
memeliharannya dengan baik, penjual juga menanggoaigwva
barang tersebut bebas dari sitaan dan beban-bebagerahan obyek
jual-beli saja belum membebaskan penjual dari kéamj untuk

menjamin?>
g. Perikatan fakultatif dan perikatan alternatif ;

Perikatan fakultatif adalah suatu perikatan mengdgavajiban
prestasi tertentu bagi debitur, tetapi debitoreteus dapat menyuruh
orang lain untuk memenuhi perikatan tersebut. Guonta adalah
perjanjian pemborongan bangunan. Sedangkan perikaitarnatif
adalah suatu perikatan yang di dalamnya terdapgagrapa prestasi,
tetapi debitor diperkenankan memilih salah satuntdimnya, dan
pemenuhan itu mengakibatkan debitor bebas dari jkeama untuk

berprestasi lebih lanjut.
h. Perikatan dapat dibagi dan perikatan yang tidalatidibagi ;

Perikatan ini merupakan suatu perikatan yang dagpiaiagi-
bagi/dipecah-pecah dalam pemenuhan prestasinymdsimg-masing
bagian berdiri sendiri. Sedangkan perikatan tidakad dibagi-bagi
adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidaktdipecah-

pecah atau dibagi-bagi.

24 Ibid, hal.81.
% Ibid.
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21.1.2. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam buku Il Kitab Undadgdang Hukum
Perdata terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian umyang memuat peraturan yang
berlaku bagi perikatan pada umumnya, dan bagiansudjuyang memuat
peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjeamg banyak dipakai dalam

masyarakat dan sudah memiliki nama-nama tertentu.

Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mangt asas
terbuka yaitu orang bebas membuat perjanjian dddemuk apapun atau tidak
terikat pada bentuk-bentuk perjanjian yang telah dddalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, selama tidak bertentangagadeketertiban umum dan

kesusilaarf®

Pengertian dari perjanjian ataderbintenis adalah suatu hubungan
hukum kekayaan/harta benda antara dua orang ddidn) y@ang memberi kekuatan
hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi elealigus mewajibkan pada
pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertersebut, dapat disimpulkan
beberapa unsur, yaitu hubungan hukum yang menyaingkta kekayaan antara
dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada ek plan kewajiban pada
pihak lain mengenai suatu prestasi tertentu.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatanariji@n melahirkan
perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salahatau lebih pihak dalam
perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Wgddndang Hukum Perdata,
pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan demgara satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhdap satu orang atau leBihmusan ini menegaskan
kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseoramgikegkan dirinya terhadap
orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian ldtir kewajiban atau prestasi adari
satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atab [@hek lainya, yang berhak atas

prestasi tersebut.

2 Benyamin asri, Thabrani Asri, Tanya Jawab PokokeR Hukum Perdata dan Hukum

Agraria, (Bandung : CV. Armico, 987), hal 75
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2.1.1.3. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian

Berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjargian pada detik
tercapainya kesepakatan atau persetujuan antava ketah pihak mengenai hal-

hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah suatesperan kehendak
atau bertemunya kehendak antara dua pihak yang aleanbuat perjanjian.
Dalam arti bahwa apa yang dikehendaki oleh pihalgysatu, juga dikehendaki
oleh pihak yang lain.

Menurut ajaran yang paling tua, haruslah dipengseguh tentang
adanya suatu persesuaian kehendak antara kedula plak.apabila kedua
kehendak itu berselisih, maka tidak lahir suatujgpgan. Dalam suatu
masyarakat kecil yang sederhana, dimana kedua pdélak berjumpa atau hadir
sendiri dan pembicaraan diadakan secara lisan,anktersebut masih dapat
dipakai, tapi dalam suatu masyarakat modern, ukueasebut tidak dapat

dipertahankan ladi’

Yang dapat dipakai sebagai pedoman/ukuran ialamyptran yang
sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dasngoryang hendak
mengikatkan diriny&®Disamping suatu perjanjian dapat lahir pada detik
tercapainya kesepakatan, lahirnya perjanjian degogtdi pada detik diterimanya
penawaran, yaitu pada saat pihak yang melakukaawsean menerima jawaban
yang termaktub dalam surat tersebut. Tempat tinggak yang mengadakan
penawaran juga berlaku sebagai tempat lahirnya diadupnya perjanjian.
Tempat ini berlaku untuk menetapkan hukum manakahgyakan berlaku,
apabila kedua belah pihak berada ditempat yangaibari di dalam negeri,

ataupun di negara yang berlainan adat kebiasaan.

2.1.1.4. Asas-Asas Perjanjian
27 Subekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta : PT. In@sa) 2002), hal.26.
28 Ibid, hal 27.
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Asas personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketenpesal 1315 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, “pag@anonya tak
seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama seatiti meminta
ditetapkanya suatu janji selain untuk dirinya sghdiDari rumusan
tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa pada my@sauatu perjanjian
yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitas sebatjaidu, subyek
hukum pribadi hanya akan berlaku dan mengikat uditikya sendirf’

Selain menunjuk pada asas personalia, ketentuaal d@&45 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menunjuk pada kewenaogdindak
seseorang sebagai subyek ukum yang mandiri yanimdegk untuk dan
atas nama dirinya sendiri dimana tindakan tersebengikat yang
mengadakan perjanjian dan mengikat seluruh harteykan yang
dimilikinya secara pribadi. Dalam hal orang persegan tersebut
melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya yariggta, yaitu tidak
untuk kepentingan diri sendiri, maka kewenanganingaus disertakan
dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memarmgrtersebut
tidak membuat atau menyetujui dilakukaknya suatjapgan untuk diri

sendiri®°
Asas konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan bahwa pada nyasasuatu
perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua lkefaih orang telah
mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajilzan alah satu atau
lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segeraaet@ang-orang tersebut
mencapai kesepakatan atau konsensus, walaupunakesap tersebut
hanya dilakukan secara lisan s#j&etentuan yang mengatur mengenai

asas konsensualitas diatur dalam pasal 1320 Kitadatg-Undang

29

Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, Perikatan ydabir dari perjanjian, (Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada, 2004), hal 14.

30
31

Ibid, hal 15-16.
Ibid, hal 34.
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Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa untuk sahnygaman-

perjanjian,diperlukan 4 (empat) syarat :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c. Suatu pokok persoalan tertentu ;

d. Suatu sebab yang tidak terlarang ;

3. Asas kebebasan berkontrak.

Dasar hukumnya adalah rumusan suatu sebab yaalgteédarang yang
tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang kuRerdata. Dengan asas
kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membamtndengadakan perjanjian
diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepaleitan perjanjian yang
melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanpaestasi yang wajib

dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

2.1.1.5. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam doktrin ilmu hukum diknal adanya tiga unsafath perjanjian,

yaitu unsuresensialia, naturalia, danaksidentalia.

1. Unsuresensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus adaldind
suatu perjanjiaffunsur ini dalam perjanjian mewakili ketentuan-
ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib ukiak oleh salah satu
pihak, yang mencerminkan sidat dari perjanjian efeus yang
membedakannya secara prinsip dari perjanjian laifffunsur ini harus

ada dalam suatu perjanjian, dan tidak boleh dikpgsagkan.

32 J. Satriopp.cit, hal 67.
Kartini Mulyadi, Gunawan Widjayap.cit, hal 85.
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2. Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-
undang, tapi para pihak dapat mengesampingkan matnggantinya

dengan hal lain.

3. Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dlam suatu perjanjian dan
dapat diatur secara menyimpang oleh para pihaldg@suaikan dengan
kehendak para pihak. Unsur ini bukan merupakanypeaan khusus
yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjeisebut
merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkoydrak diatur dalam pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rumusaal 4889 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjigarpien tidak hanya
mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan damalya, melainkan juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dskaru oleh kepatuhan,

kebiasaan dan undang-undang.

2.1.1.6. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temuaam pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatdlaiwa untuk sahnya

perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3.  Suatu pokok persoalan tertentu ;
4.  Suatu sebab yang tidak terlarang.

Untuk selanjutnya, keempat unsur itu dapat digdtangke dalam unsur

subyektif dan obyektif.
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Unsur subyektif meliputi unsur kesepakatan dari akear yang
mengikatkan dirinya, dan kecakapan dari pihak-pihang melaksanakan
perjanjian.

Unsur obyektif meliputi suatu pokok persoalan dabyek yang
diperjanjikan dan obyek tersebut merupakan sebaj falal, dan tidak dilarang
dan diperbolehkan menurut hukum dari suatu pregtas) telah disepakati untuk
dilaksanakan.

2.1.1.7. Pelaksanaan Perjanjian

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, harus ditefaglecara tegas dan
cermat isi, serta hak dan kewajiban para pihak. ulgnpasal 1339 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mengikatnyauspatjanjian, selain
harus ditetapkan secara tegas juga harus mempeiatinsur kepatuhan,
kebiasaan dan undang-undang. Dalam hal terjadieqgarigan antara adat
kebiasaan dengan undang-undang, menurut pasal i34 Undang-Undang
Hukum Perdata, hal-hal yang selalu diperjanjikamunet kebiasaan dianggap
secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskifidak secara tegas
dinyatakan.Oleh karena dianggap sebagai dipergmjiddau sebagai bagian dari
perjanjian, maka hal yang menurut kebiasaan sedgherjanjikan itu dapat
menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang mkanpaukum pelengkafs.

2.1.1.8. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidalat pada
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknypudvaari wanprestasi bisa
dalam debitor sama sekali tidak berprestasi, dekélru berprestasi, atau debitur
terlambat berprestaghkibat wanprestasi debitur, maka menurut pasal Kigh

Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam hal debéla memenuhi

3 Subektiop.cit, hal 40.
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kewajiban perikatan, debitur harus membayar gamgi berupa ongkos-ongkos,
kerugian dan bunga.

2.1.1.9. Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata rmengantang
tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan meldwdoum, namun, kedua pasal
tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dépgebuatan melawan
hukum itu. Pengertian “perbuatan melawan hukurdiperoleh melalui
yurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembapgaafsiran yang sangat
penting dalam sejarah hukum perdata. Karena hukerdapa kita berasal dari
hukum perdata Nederland/ Belanda, maka dalam pgesmafsi, kitapun masih

harus berkiblat kesana. Kedua pasal tersebut bgirbabagai berikut

Pasal 1365 menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan mgdauigikum, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkangoyamg karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian terselPasal 1366 : “Setiap
orang bertanggungjawab tidak saja un-tuk kerugiangydisebabkan karena
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disikdn karena kelalaian atau
kurang hati-hatinya.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat diketamsur-unsur

perbuatan melawan hukum, yaita :

Adanya suatu perbuatan ;

Perbuatan tersebut melawan hukum ;

Adanya kerugian bagi korban ;

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengagi&eru

Adanya kesalahan.

% Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : PendekEtamemporer, Cet.2, (Bandung :

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 10.
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Dari kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum tersedapat dijelaskan

masing-masing unsur unsur sebagai berikut :
1. Adanya suatu perbuatan ;

Yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan abaikhperbuatan
aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan gesataupun tidak
melakukan sesuaflimisalnya seseorang dapat dimintai ganti rugi
apabila sengaja membiarkan rumah terbakar tanpdausatuk
memadamkannya. Adapun perbuatan tersebut tidak s haelalu
perbuatan yang bernilai positif atau perbuatan y@isgngaja, tapi juga
akibat kelalaian atau kelupaan yang menimbulkamdian®'misalnya
seseorang yang dengan sengaja menimbulkan kerpgaan orang lain,
seperti melakukan pencurian terhadap rahasia dgghag lain ataupun
karena kelalainya menyebabkan sebuah rumah atauifam terbakar.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;

Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawdum, maka
perbuatan yang dilakukan harus bersifat melawanumukperbuatan
tersebut harus bertentangan dengan hukum, dimgak twhun 1919
diartikan dalam arti yang sangat luas, yaitu titedbatas pada hukum
yang tertulis saja,yaitu hukum yang ada dalam ugardang, tapi juga
hukum yang tidak tertulis, yaitu selain melanggadang-undang juga
melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh um@andang,
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hgkiyelaku, serta

perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan daksyarakat.
3. Adanya kerugian bagi korban

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Rerdang

menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukaghynpanimbulkan

% Munir Fuadi. ibid.
87 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjiann(®eng ; Penerbit Alumni, 1986),
him 30.
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suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti kernygemun bentuk
ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersetiak tilitentukan secara
tegas oleh undang-undang, untuk itu sarjana merggunketentuan ganti
rugi yang disebabkan oleh ingkar janji, yaitu két@n yang dirumuskan
dalam pasal 1243-1252 KUH Perddtdamun demikian, Pitlo
berpendapat bahwa biasanyadalam menentukan bedarugan karena
perbuatan melawan hukum tidak diterapkan dalam |PE343 KUH
Perdata, melainkan paling tinggi mengambil ketemtdalam pasal 1243
KUH Perdata, karen&™

a. Pasal 1247 KUH Perdata mengenai “"perbuatan penkayang berarti
perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan,asgklan perbuatan

melawan hukum tidaklah perikatan yang lahir darsptijuan.

b. Pasal 1250 KUH Perdata membebankan pembayaran bataga
penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terje@ambatan
pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam halgtarbmelawan
hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukanyabpgaran uang

tepat pada waktunya.

Adapun unsur kerugian tersebut meliputi kerugiantena amupun
kerugian immaterial seperti adanya penghinaan,eeacan nama baik
dan kehormatan sebagaimana diatur dalam pasal KBFR Perdata,
misalnya seseorang yang telah dicemarkan nama \aaikidaklah
dirugikan secara materi, dimana harta bendanyak tidda yang
terlanggar akibat pencemaran tersebut, namun iat dapnuntut ganti
rugi berupa sejumlah uang disamping menuntut agéakukan

pemulihan nama baiknya.

Dalam hal suatu perbuatan yang melawan hukum ternyidak

dilakukan oleh beberapa orang, maka pertanggunbmwaatas

38 Mariam Darus Badrulzaman, et.al. Kompilasi HukRerikatan, Cet.1., (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2001), hal 108
39 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, cetakafda : Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hab32-
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kerugian yang ditimbulkan tersebut terletak padasingamasing

pelaku.
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengagi&e;

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dignnakdauk
menentukan apakah ada kaitan antara perbuatan areldnkum
dengan kerugian shingga orang yang melakukan pmursebut

dapat dimintai pertanggungjawabanya.

Ada beberapa teori tentang hubungan kausal iniri pestama adalah
teori Conditio Sne Quo yang disampaikan oleh Von Buri dan teori
kedua disampaikan oleh Von Kris. Namun karena t€amditio Sne
Qua non terlalu luas, maka dalam ruang lingkup perdata dan pidana
teori ini tidak dapat digunakan untuk menentukarakap suatu
perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hatawnidak, yang
mana teori ini menyatakan “bahwa tiap-tiap masaterupakan syarat
bagi timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebaliatlk sedangkan
teori yang kedua yang menuntut beberapa putusanHimge Raad
merupakan teori yang sebaiknya digunakan untuk elesgikan
persoalan tentang hubungan kausal, karena teoritidak hanya
memandang sesuatu dari segi normatif maupun dgri kemyataan,
yaitu perbuatan yang harus dianggap sebagai sedmakakibat yang
timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibahurut

perhitungan yang layak.

Namun pada tahun 1962 teori ini dibantah oleh Kosyang
disampaikan dalam pidato pengukuhannya yang bdrjtidwsalitet
dan apa yang dapat diduga,”’Kausalitet dan apa dapgt diduga.”ia
berpendapat bahwa teori adequat yang sebelumnyjadndasar dalam
memecahkan masalah hubungan kausal tersebut dik@apdan diganti
dengan sistem dapat dipertanggung jawabkan seesek ldengan
mempertimbangkan bagaimana sifat kejadian yang adenglasar

tanggung jawab si pelaku serta sifat dari kerugiang ditimbulkan
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dari kejadian yang menjadi dasar tanggung jawgielsiku serta sifat
kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebuh dgjauh mana
tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapditigla serta beban
yang seimbang bagi pelaku yang mengganti kerugiamgah
memperhatikan kerugian dan kedudukan finansial d¢ekian pihak
yang dirugikan. Adapun teori yang terakhir merupaganyempurnaan
dari teori-teori sebelumnya, sehingga suatu pesisoamengenai

hubungan dapat dipecahkan secara bijak&ana.

5. Adanya kesalahan.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan adanya unsulakasa(schuld)
yang mempunyai 2 (dua) pengertfdRertama adalah kesalahan dalam arti
sempit yaitu kesengajaan, dan kedua adalah kesatktam arti luas yang
mencakup kesengajaan dan kealpaan.kealpaan adadih lsesalahan,
walaupun tingkatanya lebih rendah dari kesalahaug yilsengaja. Adapun
perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan galagn arti
kelalaian/kealpaan ini lebih menitikberatkan kepaileap lahiriah dan
perbuatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkashahayang ada
dalam pikiran, sehingga menurut pendapat Munir Flmthwa kesalahan
juga mengandung suatu unsur berupa tidak adanya alasan pembenar
atau alasan pemaaf, sehingga tidak semua perbdiiamai pasal 1365
KUH Perdata, karena ada alasan-alasan tertentuk umenghindari
persangkaan telah melakukan perbuatan melawan hukensebut
sebagaimana juga diterapkan dalam lingkup hukumngicdeperti keadaan
memaksa (Overmacht), membeli diri (Noodweer), matapankan harta

benda, menjalankan ketentuan hukum atau karengpex®tujuan dari

40 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakafia : Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) haé86-
4 Rosa Agustinabid, hal 46.
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pihak yang dirugikan, dan lain sebagaififgelain itu, menurut Rosa
Agustina bahwa unsur kesalahan sebagai syaratadamya perbuatan

melawan hukum mempunyai beberapa pengertian, yaitu

a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dankatagian
yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut; yadbwa setiap
kesalahan yang dilakukan membawa suatu pertangguagan
yang harus ditunaikan oleh pelakunya, yaitu untuéngganti
kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebaik berupa

kerugian materiil maupun immateriil.

b. Kealpaan sebagai lawan kesengaaan, yaitu perbugsay
dilakukan dengan tidak mengindahkan hal-hal yangassnya
dilakukan, termasuk sikap ketidakhati-hatian damidié&telitian
sehingga dapat menyebabkan kerugian.

c. Sifat melawan hukum, bahwa kesalahan yang dilakukan
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hiaiknyang
tertulis maupun yang tidak tertulis dan juga bdeegan dengan

kewajiban hukum pelaku.

Berdasarkan uraian yang telah diberikan mengenaurukesalahan
dalam perbuatan melawan hukum, dapat dikatakan d@awatu kesalahan tidak
hanya dalah arti kesalahan yang disengaja olelkyetlapi juga kesalahan yang
terjadi akibat kealpaan/kelalaian pelaku, sertasifsgrmelawan hukum, dimana
kesalahan tersebut tidak memiliki alasan pemaafpéambenar dan karena itu
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku atas kamugang ditimbulkan oleh

perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikatakan ydingmakan
perbuatan melawan hukum adalah tindakan berbuat wdak berbuat yang

bertentangan atau melanggar :

42 Munir Fuady|bid. Hal 10
a3 Rosa Agustina, op.Cit., him 47-48 mengutip : Mudgjojodirdjo, “Perbuatan Melawan
Hukum” (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal 66.
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1. Hak subyektif orang lain ;

Hak yang subyektif adalah hak yang merujuk kepaaayang bersifat

pribadi dan hak atas kebendd4n.
2. Kewajiban hukum pelaku ;

Pada dasarnya suatu kewajiban hukum merupakan usstmryang
memiliki sifat memaksa menurut hukum baik ang teytmaupun yang
tidak tertulis. Sehingga seseorang dikatakan ledrsainelakukan
perbuatan melawan hukum apabila melakukan perbuatang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
3. Kaedah kesusilaan ;

Dalam kaitanya dengan perbuatan melawan hukum,upt yang
melanggar kesusilaan yang diakui sebagai hukunk tideulis yang
hidup di masyarakat adalah perbuatan melawan hukden, dapat

dimintakan ganti rugi bagi pihak yang merasa dkagi
4. Kepatutan dalam masyarakat ;

Kepatutan dapat diartikan sebagai perbuatan yamghssemestinya
dilakukan oleh setiap manusia dalam hidup bermakgar termasuk

didalamnya sikap ketelitian dan kehati-hatian.

2.1.1.10. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian atau hapusnya persetujuanratajgusnya seluruh
pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalasefoguman bersama antara
pihak kreditur dan debitor. Perjanjian yang haplsagai hubungan hukum antara
debitor dan kreditor, dengan sendirinya mengakdratkapusnya perjanjian.
Menurut ketentuan pasal 1381 Kitab Undang-UndanguAuPerdata, perjanjian

hapus dengan cara :

a Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatatevidd® Hukum, (Bandung :

Binacipta,1991), hal 12
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Pembayaran ;

Penawaran tunai diikuti dengan penyimpanan ataitijpam ;
Pembaharuan hutang ;

Kompensasi atau perhitungan lab rugi ;

Percampuran antara hutang dan pinjaman ;
Penghapusan hutang ;

Lenyapnya barang yang menjadi hutang;

Daluarsa.

2.1.2. Tinjauan Umum Lelang
2.1.2.1. Pengertian Lelang

Pasal 1 Peraturan Lelang / Vendu Reglemen mekgiamengenai

lelang atau penjualan dimuka umum sebagai berikut :

Penjualan umum (Openabare verkopingen) adalah apgieh atau
penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umiengan
penawaran harga yang meningkat atau menurun atgaadgemasukan
harga dalam sampul tertutup, atau kepada orangyoyang diundang
atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelanganpatgiualan itu, atau
diizinkan ikut serta dan diberi kesempatan untuknamear harga,
menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkamgahaalam
sampul tertutup®

Menurut Roell, sebagaimana telah dikutip dan ditaghkan oleh

Rochmat Soemitro :

Penjualan dimuka umum adalah rangkaian kejadiag yemadi Antara
saat dimana seseorang hendak menjual sesuatu etidu dari satu
barang, baik secara pribadi maupun dengan perantara
kuasanya,memberi kesempatan kepada orang-orang \aeudjr
melakukan penawaran untuk membeli barang-barang giawarkan

* Indonesia, Peraturan Lelangefidu Reglemen), Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah

dirubah dengan Staatsblad 1940:56, Ps 1
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saat dimana kesempatan lenyap.ditambahkan bahvusajsmnitu adalah
secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas peihgkim®®

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.0®2B@sal 1
menyebutkan bahwa “Lelang adalah penjualan barang yerbuka untuk umum
dengan penawaran harga secara tertulis dan/ lsag semakin meningkat atau
menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahdéngan pengumuman

lelang.”

Sedangkan Kamus Besar Bahasa indonesia, definiahgleadalah
“Penjualan dihadapan orang banyak dengan tawarary y@as mengatasi

dipimpin oleh pejabat leland™®

Secara umum lelang adalah jual beli yang dilakude&myan menawarkan
barang secara terbuka kepada umum secara bersaf@mancalon pembeli akan
saling tawar menawar harga barang tersebut dengagahyang semakin
meningkat.pemenang lelang adalah orang yang mekabepenawaran harga

tertinggi.

2.1.2.2. Dasar Hukum Lelang

Dalam sistem perundang undangan lelang dapat digkém dalam cara
penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengdrb@i pada umumnya
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang HukBerdata. Oleh
karenanya, penjualan lelang diatur dalam peratteesendiri yang sifatnyaex
Soecialis.Kekhususan lelang ini tampak antaralain pada sifagrang transparan
dan terbuka dengan pembentukan harga yang beidamgdanya ketentuan yang
mengharuskan pelaksanaan lelang ini dipimpin seomagabat umum, yaitu

pejabat lelang yang mandiri.

46

107.
47

653.

Rochmat Soemitrd?eraturan dan Instruksi Lelang, (Bandung : PT Eresco, 1987), him

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasikaaiys Besar Bahasa Indonesia, hal.
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Lelang adalah suatu bentuk jual beli khusus, dagiakan lelang
merupakan suatu cara penjualan yang diatur dengaatupan perundang-
undangan yang bersifat khususeX Specialis).Dasar hukum dalam mekanisme

lelang di Indonesia adalah :

1. Peraturan Lelang Vendu Reglement) Saatsblad 1908:189, yang
kemudian diubah dengan Staatsblad 1940:56 ;

2. Instruksi Lelang Yendu Instructie) Staatslad 1908:190, yang diubah
dengarStaatslad 1930:85;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 Tentand Aws Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

4.  Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia NoA@PMK07/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2006atey Pejabat

Lelang ;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2006tdreg Balai

Lelang.

2.1.2.3. Asas Lelang
1. Asas Transparansi

Asas ini mengandung makna bahwa cara penjualan umeilaiui lelang
dilaksanakan dimuka umum. Lelangnya pun harus dmkam terlebih
dahulu, agar masyarakat mengetahui akan adanyaglelan barang
lelang cepat terjual. Dengan adanya asas ini daiatem lelang yang
sudah diatur dalam peraturan perundang-undangarka ndapat
memberikan  perlindungan/kepastian kepada masy#pakabeli

mengenai obyek lelang tersebut.

2. Asas Akuntabilitas
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Lelang dilakukan dihadapan pejabat lelang.Pejaletdrig Bertanggung
Jawab akan Risalah Lelang yang digunakan sebagéi feralinan hak
atas obyek lelang. Akta ini bersifat otentik, daremniiki kekuatan

pembuktian yang kuat.

3. Asas Efisiensi

Penjualan dengan cara lelang lebih efisien karearang dapat dijual
pada waktu, tempat tertentu,lebih cepat dan lehifdah. Pembayaran
dapat dilakukan setelah ditentukan siapa yang mengkan lelang..
Selain itu, obyek lelang sebelumnya telah ditddaik dari aspek fisik
maupun aspek yuridisnya oleh pejabat lelang, seghimgbas dari obyek

sengketa.
4. AsasCertainty (Kepastian)

Kepastian lelang sudah diatur sebagaimana dalarangrgndang yang
mengatur tentang lelang dan peraturan pelaksanaimgama disebutkan
bahwa lelang dipimpin oleh pejabat lelang yangeldisggarkan oleh
kantor lelang negara. Tempat, tanggal, waktu dayelobelang telah
ditetapkan sebelumnya dan telah diumumkan sebelamkgpada
masyarkat. Pelaksanaan lelang tidak mudah untukindlt atau

dibatalkan kecuali melalui putusan/penetapan pelagad
5. AsasCompetition (Persaingan)

Dalam lelang erbuka kesempatan bagi setiap orangsaibg
mendapatkan barang yang diinginkan. peserta lelsalghg tawar
menawar untuk menentukan harga. Peserta yang nkelakpenawaran

harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.

2.1.2.4. Fungsi Lelang
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Sebagai sarana pelayanan umum dalam penjualangbdedang dapat

digunakan oleh siapa saja untuk menjual barangalardhal ini lelang memiliki

2 (dua) fungsi, yaitu:

1.

Fungsi Privat

Fungsi Privat dari lelang terletak pada kegunasmép sebagai sarana
transaksi jual beli barang. Dengan adanya lelanagatmemperlancara

lalu lintas perdagangan barang.
Fungsi Publik

Adapun fungsi publik dari lelang yaitu mendukurgnegakan hukum
(Law Enforcement) di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum
perpajakan dan lain-lain, yaitu sebagai bagian ddkisekusi suatu
putusan. Selain itu lelang juga berfungsi mendukigmtib administrasi
dan efisiensi pengelolaan serta pengurusan asej yaniliki atau
dikuasai negara. Serta mengumpulkan atau mengamgrdaerimaan

negara dalam bentuk bea lelang, biaya admnistrasi.

2.1.2.5. Klasifikasi Lelang

Klasifikasi lelang ditinjau dari sudut pandang debsuatu barang

dilelang.

Ditinjau dari sudut suatu barang dilelalgdang dapat dibedakan

menjadi lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.
a. Lelang Eksekusi

Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 40 Tahui®620
Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan
putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokuanenybang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yanigkuyer

48

http:www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang.tetan praktek/view-category.html.
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dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantugpkae
hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia UrusaaRg Lelang
negara (PUPN),Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelangekilsi
Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekiasal 6
Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi dattadak
dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang SitaesaP45 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Lelangekisi
Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuaanglel

Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
Lelang Non Eksekusi

Lelang Non Eksekusi Menurut Peraturan Mentri Keaanlomor

40 Tahun 2006 dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu rigel&on
Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukareldarg Non
Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakanjup&m
barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksadhddhdang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharagaréle
atau Barang Milik Badan UsahaMilik Negara/Daeramgyaleh
Peraturan Perundang-undangan diwajibkan dijual raeteang,
termasuk kayu dan hasil hutan lainya dari tangan
pertamd.’Sedangkan yang dimaksud dengan Lelang Non Eksekusi
Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjubéaang
milik perorangan, kelompok masyarakat atau badaastwyang
dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termaBalan Usaha

Milik Negara/Daerah berbentuk perséfo.

2. Klasifikasi lelang ditinjau dari sudut pandang lkgwan penjual

melelang.

49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2@361 angka 5 (lima)
%0 Ibid, Pls 1 angka 6 (enam)
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Dari sudut pandang kewajiban penjual melelang lgarayang
dimiliki/dikuasainya, lelang dibedakan menjadi dyajtu lelang yang

sifatnya wajib dan lelang yang sifatnya sukarela.

a. Lelang yang sifatnya Wajib adalah lelang yang ditalakan atas
permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu rigargang
berdasarkan peraturan perundang-undangan harual digcara
lelang.Misalnya barang-barang milik instansi milikegara,
menurut peraturan harus dijual melalui lelang ditkalelang.

b. Lelang yang sifatnya sukarela adalah lelang yatakakan atas
permintaan masyarakat/pengusaha yang menginginkaandya

dilelang

2.1.2.6. Jenis-Jenis Lelang

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Urus#an® dan
Lelang Negara Nomor 42/PN/2000 tentang Petunjukk2ahaan Lelang diatur
mengenai macam-macam lelang yang ditangani olelioKdelayanan Piutang
dan Lelang Negata (KP2LN) adalah sebagai berikut :

Lelang barang milik pemerintah pusat/daerah

Merupakan lelang barang-barang milik negara yangsubeber
untuk seluruhnya atau sebagian dari dana Anggaesudpatan
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belagah
yang dikuasai dan dibawah pengurusan pemerintaht/Pe@snda,
lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah noartdepen
serta unit-unit di dalam lingkunganya, baik di dalemaupun diluar
negeri. Terhadap barang-barang yang dimiliki/dikiasegara
tersebut apabila dilakukan penjualan maka hasiuaéannya tetap

menjadi milik negara.
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Sehubungan dengan itu penjualannya harus dilakd&agan cara
yang paling menguntungkan negara yaitu dengan lekmag. Hal

ini berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 M&204
tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penjualangbandik
negara/daerah dilakukan dengan cara lelang. Panjusécara
lelang selain dilakukan cepat, aman dan mewujudi@aga yang
wajar, sehingga dapat menjadi salah satu sumbeeripgman
keuangan negara, juga merupakan alat pengawaswuagr aset-
aset negara sehingga dapat digunakan untuk meraghind

kebocoran maupun pemborosan uang negara.
Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Penjualan aset Badan Usaha Milik Negara/Daerahiritetdri 2
(dua) jenis, vyaitu perusahaan yang berbentuk mers#sn
perusahaan yang tidak berbentuk persero. Bagi glemas yang
berbentuk persero, penjualna aset perusahaan dhlp&tikan
melalui lelang, sedangkan perusahaan Badan Usahik Mi
Negara/Daerah yang tidak berbentuk persero pemuaset

perusahaan wajib dilakukan melalui proses pelelanga
Lelang barang tidak dikuasai negara (Bea Cukai)

Merupakan penjualan atas obyek-obyek yang tidaketdhui
pemiliknya sehingga sebagai hasil sitaan, rampadan, barang
temuan pihak bea cukai yang secara undang-undamygtdkan
sebagai barang tidak dikuasai atau menjadi baraitig negara.
Terhadap obyek tersebut harus segera dilakukankgaglaan
pelelangannya karena barang tersebut cepat rusak da

membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi.
Lelang eksekusi Pengadilan Negeri

Adalah penjualan yang dilakukan untuk melaksan&legutusan

pengadilan. Untuk memenuhi unsur keadilan, makaklpytusan
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tersebut dieksekusi dengan cara dilelang. Halilakslanakan
karena lelang dilakukan dengan cepat dan hargadigamukan
diatas harga limit sehingga barang yang dijual riknhiarga
tertinggi.

Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN

Penjualan lelang ini merupakan akibat dari piutaegara yang
berasal dari piutang-piutang instansi pemerintam kfedit macet
pada bank-bank pemerintah/bank daerah yang peranyagelah
dialihkan kepada PUPN, apabila tahap pengurusaangunegara
tersebut telah dilakukan dan debitur masih tidagatianembayar
hutangya maka barang jaminan atas hutang-hutangebigr

dieksekusi melalui lelang.
Lelang eksekusi pajak

Adalah lelang yang diadakan terhadap barang-banajitp pajak
sebagai akibat tunggakan hutang pajak terhadapanega

Lelang eksekusi harta pailit

Adalah penjualan aset-aset baik milik peroranganupua
perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh peategadiaga.

Lelang eksekusi hak tanggungan

Adalah penjualan barang jaminan yang telah dibebidak
Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan khusus bank swasta. Sedangkan bank ip&her
pelaksanaan teknisnya sesuai dengan Undang-undd@N P

sebagalex specialis
Lelang fidusia

Adalah penjualan terhadap aset-aset barang jamyaag telah

dibebani fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-Undaomor 42
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Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Sedangkan bank
pemerintah pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UBNP

sebagalex specialis.
Lelang barang rampasan

Merupakan penjualan terhadap barang-barang rampasanoleh

putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara
Lelang sukarela

Adalah suatu jasa lelang yang diperuntukkan balgrige lapisan

masyarakat, baik perorangan maupun pihak swastg yamnjual

barangya secara lelang. Lelang ini bersifat sukadeln biasanya
dilaksanakan oleh balai lelang swasta yang berfumgsnbantu

pelaksanaan lelang secara sukarela.

l. Lelang barang sitaan pasal 45 Kitab Undang-Undaumgibh Acara
Pidana (KUHAP)

Adalah lelang terhadap barang sitaan terhadap ddmakti atas
suatu tindak pidana kejahatan karena obyek sitxraphiut
memiliki sifat yang mudah rusak, cepat busuk damitild biaya
pemeliharaan yang tinggi, sehingga dapat terleaitulil dilelang
meskipun belum ada putusan pengadilan.

m. Lelang barang temuan

Merupakan lelang terhadap obyek barang temuan ga@gukan

oleh aparat negara, misalnya seperti kayu.
n. Lelang hasil hutan

Adalah hasil lelang yang dilakukan secara periatiils permintaan
perusahaan umum (perum) perhutani selaku pendssiahutan

di Indonesia.
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2.1.2.7. Risalah Lelang

Risalah Lelang adalah Berita Acara lelang yang atiboleh pejabat
lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyaudan pembuktian bagi
para pihak® Risalah lelang dibuat dalam bahasa indonesia dserathkan ke

pembeli lelang sebagai bukti pembelian barang tglan

2.1.3.Perjanjian Sewa-Menyewa

2.1.3.1 Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yasggyawakan
dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atailipemenyerahkan
barang yang hendak disewakan kepada penyewa uiriikmdti sepenuhnya.
Dari pengertian diatas, berdasarkan rumusan p&gi Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, sewa menyewa merupakan suatu geeset@ntara pihak yang
menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak yarenyewakan
menyerahkan suatu barang kepada si penyewa unpgndenya dinikmati,
dimana penikmatan berlangsung untuk suatu jangkktuwgertentu dengan

pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

2.1.3.2 Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mekant tiga
macam kewajiban bagi pihak yang menyewakan darstthbebankan pada pihak
yang menyewakan, sekalipun hal tersebut tidak dikemd dalam perjanjian,

yaitu :

1. Kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewa deeppihak
penyewa. Dalam hal ini, yang menyewakan harus miahigan barang

yang disewakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

51 Departemen Keuangalmid, psl 1 angka 28
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Kewajiban pihak yang menyewakan memelihara baraagg ydisewa

selama waktu yang diperjanjikdfRihak yang menyewakan waijib
memelihara dan melakukan perbaikan selama pemasgava-menyewa
berlangsung, sehingga obyek sewa bisa digunakdn plak penyewa,
dengan pengecualian perbaikan yang harus ditanggula pihak

penyewa seperti perbaikan kecil menurut rumusaralpaS83 Kitab

Undang- Undang Hukum Perdata.selama berlangsungnpan sewa-

menyewa, maka pemeliharaan dan perbaikan menjadajikan pihak

yang menyewakan. Karena itu perbaikan yang bukaggtangan si

penyewa dibebankan kepada pihak yang menyewakan.

Pihak yang menyewakan wajib memberi ketentramarade@gpenyewa
menikmati barang yang disewa selama berlangsungasjanjian sewa-
menyewa. Penikmatan yang tentram antara lain nteligegiatan

menanggung segala kekurangan yang merupakan caecgtngerintangi
pemakaian barang yang disewakan selama masa sesila medlangsung.
Segala cacat yang dapat menimbulkan gangguan daemakaian,
mewajibkan pihak yang menyewakan untuk menggamalaekerugian
yang timbul. Pihak yang menyewakan juga harus melmikiko ganti

rugi dari setiap gangguan yang menimbulkan ketetgkhman menikmati
barang yang disewa. Namun dalam hal setiap gangakibatovermacht

yang tidak terduga sebelumnya, maka hal ini bukenupakan tanggung

jawab pihak yang menyewakah.

Pihak yang menyewakan tidak boleh merubah bangu@m susunan
barang yang disewa selama perjanjian sewa-menyeagé rberlangsung.
larangan ini sesuai dengan asas penikmatan yang kidrerikan kepada
penyewa adalah atas sebagian atau susunan barandigawa.perubahan
atas susunan barang yang disewa dapat menimbuliagggan atas

penikmatan barang sewa tersebut.

Ibid, hal 221.
Yahya Harahamp.Cit, hal 226.
Ibid.
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Pihak yang menyewakan bertanggung jawab atas dza@ng yang

disewakan, apabila cacat tersebut menghalangi pearabarang. Setiap
hal atau keadaan yang dapat menghalangi penggusampenikmatan
suatu barang, dapat dianggap sebagai cacat bafamgt semata-mata
ditentukan pada saat pemakaian dan penikmatany yerhalangnya
penyewa dalam penggunaan dan penikmatan barangurie@sser

sebagaimana dikutip oleh M.Yahya Harahap dalam my&kyang berjudul

Segi-Segi Hukum Perjanjian, suatu gangguan dapsgbdt merupakan
cacat apabila menimbulkan gangguan atas pemalelianuls barang®

2.1.3.3 Kewajiban Pihak Penyewa

Sesuai dengan ketentuan pasal 1560 Kitab UndangrdgndHukum

Perdata, penyewa memiliki kewajiban :

1.

Membayar atau melunasi uang sewa sesuai dengaahjutah waktu yang
telah ditentukan. Pembayaran atau pelunasan uave dapat dilakukan
secara berkala. Pembayaran berlangsung sejakigadaithya perjanjian,
sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa-meny&mtuk menjamin
pembayaran sewa-menyewa rumah, pasal 1581 Kitakaridgndndang
Hukum Perdata mewajibkan si penyewa rumah mengisiah yang
disewa dengan perabotan yang cukup untuk menjaemtbayaran sew3.

Undang-undang memberi jaminan berupa hak utamadikep#nak yang
menyewakan dari kreditur-kreditur lain. Dengan a@ahak utama ini,
pihak yang menyewakan didahulukan dari kredituditue lain atas
pembayaran uang sewa benda dan uang sewa perbaéqarti diatur
dalam pasal 1139 ayat 2 juncto pasal 1140 KitabadgdJndang Hukum

Perdata.

Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yargglitesglama masa
sewa-menyewa, kecuali apabila dapat membuktikarwdakerusakan

tersebut bukan akibat kesalahanya, tetapi terjathrckekuasaanya.

55
56

Ibid, hal 226-227.
Ibid, hal 228.
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4. Penyewa harus mengembalikan barang yang disewal&gmbhak yang
menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian selwaihgesuai dengan
rumusan pasal 1562 juncto pasal 1563 Kitab Undamgabdg Hukum
Perdata, yang mewajibkan penyewa untuk mengembalieaang yang
disewa kepada yang menyewakan, sebagaimana kebalaary itu sesuai
dengan keadaan waktu diserahkan ke tangan penyBada saat
pengosongan, penyewa berhak mengambil dan memlageadassesuatu
yang telah dipasang dan ditempelkan pada barang diaewa, asal tidak

menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewa.

2.1.3.4 Mengulangsewakan

Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nmejapenyewa
mengulangsewakan barang yang disewanya, maupupaskbin sewanya kepada

pihak ketiga tanpa mendapatkan ijin dari pihak yangmyewakan.

Pengertian mengulangsewakan berbeda dengan medepsska kepada
orang lain. Mengulangsewakan adalah tindakan peayeavang yang bertindak
sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian seemyswa kedua yang
dilakukan oleh penyewa dengan pihak ketiga sel@gajewa kedua.Melepaskan
sewa kepada orang lain adalah tindakan penyewa undogkan diri sebagai
penyewa dan meminta pihak ketiga menggantikan ydirisebagai penyewa,
sehingga pihak ketiga berhadapan sendiri dengaak ging menyewakan.

Dalam sewa menyewa rumah penyewa diperbolehkan ensian
sebagian rumah kepada pihak lain sebagai pihaga&etiengan tanggung jawab
penyewa sendiri. Pemilik rumah tidak memiliki hugan dan ikatan apapun

dengan si penyewa sebagai pihak ketiga.

57 Yahya Harahapp.Cit, hal 233.
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Apabila terjadi persoalan seperti diatas, pasal218#ab Undang-
Undang Hukum Perdata menentukan tanggung jawalyepensebagai penyewa
kedua hanya terbatas sebesar uang sewa yang diteyapkepada si penyewa
awal. Apabila terjadi tuntutan dan terjadi penyitadas barang-barang perabot
guna melunasi pembayaran tunggakan sewa, maka wearkedua tidak wajib
menanggung pembayaran seluruh tunggakan, melaimaya wajib membayar

sebesar bagianya kepada penyewa awal.

2.1.3.5 Risiko
Risiko dari perjanjian sewa-menyewa adalah seldasy#ut :

1. Musnahnya seluruh barang.apabila barang yang disewausnah akibat
overmacht, atau kejadian yang tidak dapat dihindari, dan rahega
bukan karena perbuatan penyewa, pihak yang mengewatau penyewa
kedua, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi rhuldan risiko
kerugian dibagi dua antara pihak yang menyewakangate pihak
penyewa. Segera setelah musnahnya seluruh barahgk p/ang
menyewakan tidak dapat lagi menuntut penggantiaanigamaupun ganti
rugi, begitu pula sebaliknya, penyewa tidak dapagi | menuntut
penggantian barang atau ganti refgipabila barang tersebut musnah
akibat kesalahan seseorang, maka menurut pasal K& Undang-
Undang Hukum Perdata, maka hal ini membebani petlagan suatu
kewajiban memikul segala kerugian dan kerusakary yambul>°Seluruh
barang dapat dikatakan musnah seluruhnya apalularaseasti materi
barang tidak dapat lagi ditunjukkan wujudnya, atiengan kata lain
sesuatu barang sudah dapat dianggap musnah sslaraphbila barang
tersebut sudah tidak bisa dipakai dan dinikmataseoormal, walaupun

materi barang masih berwu;jdd.

%8 Ibid, hal 234.
59 Ibid.
6o Ibid.
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2. Musnahnya sebagian barang. Menurut pasal 1553(2y#titab Undang-
Undang hukum Perdata, apabila yang musnah hanyagiseb maka
penyewa dapat memilih meminta pengurangan harga sabanding
dengan bagian yang musnah, atau menuntut pembgtat@mjian sewa.
Suatu barang dapat dikatakan musnah sebagian apgdilg musnah
hanya sebagian, dan meskipun barang tersebut meshalgian, sisanya
masih dapat dipakai dan dinikmati. Suatu baran@uddjxatakan musnah
apabila bagian esensial dari barang tersebut lersetingga walaupun
dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi, tidak mkin lagi dilakukan
pengembalian barang seperti dalam keadaan seneh&gga dengan
demikian memberikan hak kepada penyewa menuntguypangan harga
sewa, berbanding dengan kerusakan yang terjadisdaenyewa dapat

menuntut penetapan harga sewa.

2.1.3.6 Sewa yang Dibuat Dengan Tulisan dan Sewa yang
Tidak Dibuat dengan Tulisan

Sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk secardidertaupun secara
lisan. Sewa-menyewa yang dibuat dengan tulisankbgraemi hukum secara
otomatis apabila waktu yang ditentukan sudah halzisa untuk itu tidak

diperlukan suatu pemberitahuan sebelumnya.

Sewa-menyewa yang dibuat secara lisan tidak bersdqat pada waktu
diperjanjikan, melainkan berakhir apabila pihak ganmenyewakan
memberitahukan kepada penyewa bahwa ia hendak metigdn sewannya.
Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan mdaigian jangka waktu
yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Aptthdk ada pemberitahuan,

maka sewa dianggap diperpanjang untuk waktu yamg.sa

2.1.3.7 Bukti Pembayaran Uang Sewa
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Pembuktian mengenai pembayaran uang sewa diatamdaésal 1569
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjpdrselisihan mengenai
pembayaran uang sewa yang telah disetujui bersan@aslisan, dalam kondisi
sewa-menyewa telah berlangsung dan tidak memilikitibpembayaran, maka
hakim menyelesaikan dengan cara-cara pembuktiasa byang diautr dalam
hukum acara perdata.

2.1.3.8 Gangguan Pihak Ketiga

Apabila selama waktu sewa-menyewa berlangsungepea terganggu
oleh pihak ketiga yang mengajukan gugatan atawtamtberdasarkan hak atas
obyek yang disewakan, maka penyewa dapat menuihak yang menyewakan
ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata selsjah satu upaya melindungi

kepentingan penyewa.

2.1.3.9 Berakhirnya Sewa-Menyewa
Pada dasarnya sewa-menyewa akan berakhir apabila :

1. Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan seedrdis dalam hal
perjanjian dibuat secara tertulis. Dalam perjangawa-menyewa yang
masa berlakunya diatur secara tertulis, sewa-memymwvakhir dengan
sendirinya sesuai dengan batas waktu yang telamtdikan oleh para
pihak.Perjanjian yang dibuat tidak dalam bentukuter diatur dalam
ketentuan pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum &®&rdyang
menyatakan bahwa pengakhiran sewa terjadi setelalanya
pemberitahuan dari salah satu pihak yang menyatalemara tegas
kehendak mengakhiri sewa-menyewa yang telah dimképabila
dalam perjanjian sewa-menyewa secara tertulis telalampaui waktu
yang telah ditetapkan, sedangkan penyewa secata nyasih tinggal

dan menempati rumah sewa, dan pemilik rumah mekdnakeadaan

61 Subektiop.cit, hal.45.

Uniggas Indonesia
Penerapan pasal..., Muhammad Hasybi Jauhari, FH Ul, 2011.



46

tersebut, maka dapat dianggap bahwa kejadian tdrselsara otomatis
telah menerbitkan perjanjian sewa-menyewa baruraedam-diam.
Akibat hukum pada ketentuan sewa-menyewa terselmdka
berdasarkan pasal 1573 Kitab Undang-Undang HukurdaRe berlaku
ketentuan sewa-menyewa secara lisan. Pada perimasaléatas, telah
terjadi sewa-menyewa baru secara diam-diam yangsdilan pada
anggapan bahwa kedua belah pihak masih bersedenjidan sewa-
menyewa.Pasal 1587 Kitab Undang-Undang Hukum Rendengatur
bahwa sewa-menyewa diatas, dapat dianggap sewaemaniama
berakhir, tetapi secara diam-diam dilanjutkan dangewa baru dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalama-semyewa
perjanjian lama.selanjutnya, cara pengakhiran pgaja ini dilakukan

dengan cara sewa-menyewa secara lisan.

2. Berakhirnya jangka waktu sewa dalam hal perjanjtabuat dalam
bentuk tertulis tanpa menyebutkan jangka waktu kbenaya perjanjian
sewa-menyewa tidak diatur dalam undang-undang,kasdna itu jangka
waktu berakhirnya perjanjian tanpa ada batas waliterahkan pada
kedua belah pihak menurut batas-batas kepantasandapat diterima
oleh kedua belah pihak.

2.1.4 Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1992

Sewa-menyewa rumah secara khusus diatur dalam ngrdadang
Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukirdan diatur
pelaksanaanya lebih lanjut dalam Peraturan PerabriNbmor 44 Tahun 1994
Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik. Dadataksanaan perjanjian
mengenai ketentuan sewa-menyewa juga berlaku ketedetentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidiakur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan PerafRemnerintah Nomor
44 Tahun 1994.
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2.2.1.2

a7

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 44 TEdfiy maka

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1963 tentakgkFi®okok Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang daatuRen Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1981 serta peraturan pelaksanaaepangng mengatur

mengenai sewa-menyewa dinyatakan tidak berlaku lagi

Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung
2.2.1. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor O05/PDT
G/2003/PN.SGT
Para Pihak
Penggugat adalah penyewa yang menempati rumah gedslangan,
yaitu Nyonya Sintawati, bertempat tinggal di Jalstuhidin Nomor 168t
Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut Penggugat.
Sedangkan Para Tergugat, dalam perkara ini adalah:
1. PT.Kertaniaga (dalam Likuidasi), beralamat di Jdfah Besar Nomor 8-
9 Jakarta Pusat, selaku penjual rumah yang ditengestyewa, yang

selanjutnya disebut Tergugat;

2. Megawati, selaku pembeli rumah yang dilelang oléeh Rertaniaga,
beralamat di Taman Duta Mas B-1/4 RT 001/RW09 kKaHan Wijaya
Kusuma, Kecamatan Grogol,Petamburan, Jakarta ,Basanjutnya

disebut Tergugat 1I;

3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, abesaldi Jalan
Diponegoro,Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanptdigebut Tergugat
[l..

Kasus Posisi
1. Bahwa Penggugat adalah penyewa yang sudah mendiarah sewaan

terperkara kurang lebih sejak tahun 1946 ;

2. Bahwa hubungan Sewa-menyewa telah dimulai sejakngtra

Penggugat kepada orangtua Tergugat | dengan siséag teh (uang
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muka), yaitu hubungan sewa-menyewa berdasarkamntikiak tertulis
(hukum adat) ;

Bahwa sejak orangtua Penggugat meninggal dunia pedan 1983,
hubungan sewa-menyewa diteruskan oleh Penggugat, sigak
menempati rumah sewaan terperkara penggugat teémhbayar uang
sewanya, karenanya Penyewa (Penggugat) memiliki peluh atas
rumah tersebut, kecuali mengalihkanya kepada pdiak

Bahwa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 199@ngghgat
membayar Pajak Bumi dan Bangunan rumah terperkesaliut ;

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000, Pemilik Ruriiainguigat I) telah
menjual rumah yang ditempati Penggugat tersebuada@ergugat |l
dan telah diterbitkan sertifikat hak miliknya ol@ergugat Ill, dengan
tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugatatibgrada tanggal
11 Oktober 2000 ;

Bahwa padahal Penggugat sangat menginginkan umémkbeli rumah
tersebut, jika dijual/ditawarkan kepada Penggu@atena Penggugat

telah merasa cocok dan betah tinggal di rumahliatse

Bahwa perbuatan Tergugat | yang telah menjual ruederkara kepada
Tergugat |l tanpa sepengaetahuan dan pemberitaterém penawaran
terlebih dahulu kepada Penggugat adalah perbuatamg ytidak
memenuhi perjanjian (Wanprestasi) ;

Gugatan

berdasarkan uraian sebelumnya, Penggugat mengajgkgatan di

Pengadilan Negeri Sungailiat karena merasa diragttaeh tindakan Tergugat |
yang menjual rumah dan tanah yang ditempati séekag kepada Tergugat |l.
Penggugat juga mengajukan gugatan kepada KantanBRdrtanahan Nasional
Kabupaten Bangka dalam kedudukan sebagai Terguljatkarena telah

mengeluarkan sertipikat atas nama tergugat Il atlap bidang tanah dan
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bangunan yang masih menjadi obyek sengketa. Peaggugngajukan gugatan

ke Pengadilan Negeri Sungailiat dan mengajukanuypetsebagai berikut :

1.
2.
3.

mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

menyatakan Tergugat | telah melakukan wanprestasi

menyatakan jual beli tanah dan bangunan rumahbiersedalah cacat
hukum dan batal demi hukum

menyatakan Tergugat Il dan Tergugat Il telah mekak perbuatan
melawan hukum

menyatakan hubungan sewa menyewa antara PenggugetrdTergugat
| tidak terputus ;

menyatakan sertipikat hak milik atas nama Terguigeicat hukum dan
batal demi hukum

menyatakan tanah dan bangunan rumah tersebut dedadaan status
quo

menghukum Para Tergugat secara tanggung rentengoayambiaya

perkara yang timbul.

22.1.4 Eksepsi dan Rekonvensi Tergugat

1.

Tergugat | tidak memberikan jawaban

Tergugat |, yaitu PT. Kerta Niaga selaku penjuayek lelang yang
beralamat di jalan Muhidin Nomor 168 Sungailiat Kpbten
Bangka,tidak pernah hadir dan mengajukan jawabamgskipun telah
dipanggil/diberitahukan oleh Pengadilan berkali-kal

Eksepsi dan Rekonvensi Tergugat Il

a. Jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara
Terhadap gugatan penggugat, Tergugat Il beranggaplawa pada
pokoknya Tergugat Il menolak seluruh dalil-dalinggugat, kecuali
terhadap hal-hal yang diakui benar.
Dalam pokok perkara tergugat |l memberi jawabars ajagatan
penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
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1) Tanah dan rumah obyek sengketa adalah sah miliguget I
sesuai dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan HakrN®
dihadapan Notaris Toni Iskandar, SH pada tanggaDRibber
2000, dan jual beli ini sah menurut hukum dan miaatgi

2) Ketentuan mengenai sewa menyewa dengan sistem teang
sebagaimana didalihkan penggugat tidak pernah adatidak
ada ketentuan bila pemilik ingin menjual obyek semvaka
pemilik harus memberitahu dan menawarkan terlet@huth
kepada penyewa untuk membelinya, karena hak méikgali
dan menjual obyek sewa ada sepenuhnya pada pemilik.

3) Obyek perkara sudah beralih pada Penggugat lingghisudah
tidak sepantasnya apabila penggugat menganggap - sewa
menyewa dengan Tergugat | masih berlanjut dan tetap
mengirimkan uang sewa kepada Tergugat | sampaiateng
tahun 2003, karena obyek perkara bukan lagi migkgligat |
tapi milik Tergugat Il, dan juga berdasarkan surat
pemebritahuan dari Tergugat | yang ditujukan paeiaggugat
tertanggal 11 Oktober 2000 telah disebutkan dengmas
bahwa terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2000 sehakadan
kewajiban Tergugat | yang terkait dengan aseteberis(obyek
perkara) beralih dan menjadi hak dan kewajiban minyaitu
Tergugat Il

4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan renovasahrum
tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut hak paer
pembelian terhadap rumah dan tanah yang menjadekoby
sengketa, karena ketentuan tersebut tidak pernah caoh
pembayaran Pajak Bumi dan bangunan serta renouashr
merupakan kewajiban penggugat sebagai penyewaratzsh
tersebut.

5) Tergugat Il telah berulang kali memberitahu dan gnagatkan
Penggugat mengenai pemutusan sewa menyewa, tagatzr
Penggugat tidak memiliki itikad baik dan tetap |saha
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menguasai obyek perkara, sehingga tindakan Pengiaysit
dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, learen
menempati dan menguasai secara tanpa hak obyedraemng
telah jadi milik tergugat.

6) Tergugat Il menolak dalil Penggugat yang menyatabaimva
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,
menyatakan bahwa sertipikat yang diterbitkan cduaatum,
serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sewgawa
antara Penggugat dan Tergugat | tetap berlangsung.

7) Terhadap dalil-dalil Penggugat lain harus ditole&rena tidak
ada hubunganya dengan pokok perkara ini.

b. Rekonvensi

Dalam perkara ini, Megawati (Penggugat dalam Re&osy semula

Tergugat Il) dengan ini mengajukan gugatan melaRekdnvensi

terhadap Penggugat yang pada pokoknya sebagauberik

1) Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensiupakan
hal-hal yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini

2) Penggugat Rekonvensi adalah pembeli sah dari obdgékm
likuidasi dari PT. Kertaniaga (dalam likuidasi) sais dengan
Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 yalegate
di jalan Muhidin Sungailiat.

3) Atas permohonan Penggugat Rekonvensi dan berdasAkia
Pengoperan Hak Tergugat Konvensi Il telah menleahit
sertipikat hak milik nomor 1879, sehingga Penggugat
Rekonpensi merupakan pemilik sah atas obyek perkara

4) Pada mulanya obyek perkara disewa oleh Tergugat
Rekonvensi,dan karena masa sewa sudah berakhigirgatg
Rekonvensi tidak memperpanjang masa sewa dan telah
berulangkali memperingatkan untuk mengosongkanhtaten
rumah yang ditempatinya, sehingga secara hukumuatb
Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawamnmnuk

Uniggas Indonesia
Penerapan pasal..., Muhammad Hasybi Jauhari, FH Ul, 2011.



52

sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdatay yan
menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

5) Penggugat Rekonvensi merupakan pembeli beritikéd y@ang
sampai saat ini belum dapat menikmati dan memaa@aaanah
dan bangunan tersebut karena dikuasai oleh Tergugat
Rekonvensi secara tanpa hak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergubat
(Penggugat Rekonvensi) mohon kepada pengadilan kuntu
menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi ini antama $sbagai
berikut:

1) Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatanwaela
hukum/itikad tidak baik kepada Tergugat Il yang mdsulkan
kerugian baik materiil maupun immateriil pada Teyall;

2) Menyatakan Jual Beli tanah dan bangunan terperkatara
Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat | sah dan likiemi
kekuatan hukum ;

3) Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah gesaih
terhadap obyek perkara ;

4) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugiarniiat
sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan
mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi pleyk&ra

kepada Penggugat Rekonvensi.

Jawaban Badan Pertanahan Nasional cg. Kantor BeegarKabupaten
Bangka selaku Tegugat I

Atas gugatan tersebut, Kantor Pertanahan KabupaBamgka
memberikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dptskok perkara
sebagai berikut :

a. Gugatan penggugat soal sewa-menyewa dengan Terjgtidak ada

hubunganya sama sekali dengan Tergugat Il sebalalaia

Uniggas Indonesia
Penerapan pasal..., Muhammad Hasybi Jauhari, FH Ul, 2011.



53

pemberian hak atas tanah adalah masalah subyelolmak atau
kepemilikan bidang tanah (oleh Tergugat Il) dan altas sewa
menyewa sebuah rumah dan bangunan diatas sebulzety tidaklah
merupakan syarat atau pertimbangan dalam prosesepem hak atas
tanah.

b. proses pemberian hak milik dengan sertipikat no@1t9/Sungailiat
seluas 540 meter persegi kepada Tergugat Il telplosks sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yemigku,
dimana tergugat Il memperoleh tanah tersebut barkias sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 100 pada tanggal 6 Mar8i Has
nama PT.Aduma Niaga yang selanjutnya berdasarkarta Ak
Pengoperan dan Pemindahan Hak nomor 19 tanggak@bé& 2000
yang dibuat oleh Toni Iskandar SH,Notaris di Pahdgkaang oleh
PT. Kertaniaga telah mengoperkan tanah miliknya&aprergugat I,
dan didalam akta tersebut dijelaskan maksud dararyp sehingga
tidak ada lagi keraguan dari Tergugat Il untuk eréitkan hak
kepada Tergugat IlI, sehingga pendapat penggugatyatekan
tergugat Ill telah menerbitkan sertipikat hak milikomor
1879/Sungailiat atas nama tergugat Il telah melakukerbuatan

melawan hukum adalah suatu pendapat yang idaldhesana.

2215 Pertimbangan Hukum dan Putusan
Berdasarkan hal-hal diatas, dan setelah mengadganeriksaan
setempat terhadap obyek perkara, maka majelismhdkéngadilan Negeri
Sungaliat dalam pertimbangan hukumnya menyatakiawdoa
1. Menimbang bahwa majelis telah mengadakan pemenksatempat
terhadap obyek perkara, yang hasil-hasilnya cuk@mumjuk kepada
berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 12004 ;
2.  Menimbang bahwa tergugat Il telah menyampaikan kkainya
tertanggal 21 Juni 2003, sementara Penggugat degudat Il tidak

menyampaikan konklusinya ;
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Menimbang bahwa akhirnya majelis harus mempertigkam segi-segi
hukumnya.

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban atas podddara
Tergugat Ill telah mengajukan eksepsi yang padaokmja menolak
dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat Ilinera@Etkan

Sertifikat Hak Milik nomor 1879/Sungailiat atas ramergugat Il telah
mengetahui adanya klausula yang tidak halal ataalipan hak atas
tanah dan bangunan rumah ;

Menimbang bahwa eksepsi tersebut bukan merupakdn yaag

eksepsional sifatnya karena telah menyangkut pgeykara mak oleh
karenanya harus ditolak ;

Dalam pokok perkara ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggadalah

sebagaimana seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa apabila disimpulkan, maka gugatmgfugat pada
pokoknya berisi seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggpgat

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut ;bahwa peggt telah tinggal
di rumah sengketa tersebut bersama dengan kelyargkima-kira

dimulai tahun 1946 ;bahwa penggugat tinggal di turtesebut dengan
status sewa dari PT.Aduma Niaga yang kemudian barubenjadi

PT.Kertaniaga (Tergugat |) ;bahwa perjanjian temsebBiuat dalam

bentuk tidak tertulis ; bahwa ketika PT.Kertaniag&uidasi,maka tanah
dimana Penggugat tinggal diatasnya sebagai as&teRdniaga , tanah
tersebut telah dijual kepada Tergugat Il ; bahwaissng ini telah keluar
sertifikat hal milik atas nama Tergugat Il yaitutggkat hak milik nomor

1878 ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatnsebut, maka
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, yVaitkti P1 sampai
dengan P5,serta saksi Bong Sui Lan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui oleh Reggbahwa

keberadaan Penggugat menghuni rumah dan tanah etangklalah
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berdasarkan sewa-menyewa dengan PT.Aduma Niaga pangah
menjadi PT.Kertaniaga (Tergugat I) ;

Menimbang bahwa berkenaan dengan sewa-menyewa d¢aggugat
dengan Tergugat | juga tidak disangkal oleh Tergllga

Menimbang bahwa sewa-menyewa merupakan suatu pemjammbal
balik yang meletakkan hak-hak dan kewajiban yangrbbal balik juga,
in casu Pengggugat sebagai Penyewa berkewajibanbayam harga
sewa, sementara Tergugat | sebagai pihak yang mvekge berhak
unutk menerima uang sewa, hal mana terbukti dakti de-4 berupa
kwitansi-kwitansi tanda pembayaran dan sekaligusepmaan uang
sewa oleh tergugat dari penggugat.

Menimbang bahwa lebih jauh tergugat | juga telahmimerikan ijin
terhadap perbaikan/rehabilitasi rumah kepada pegajgdengan biaya
yang ditangggung sendiri oleh penggugat dengan redmapkan
ketentuan bahwa apabila sewa berakhir bangungaamthi&likan lagi
pada keadaan semula (bukti P-I) dan bahwa pengdelgéat membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (bukti P-IlI);

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti yang diajuganggugat mak
tidak satu alat buktipun yang memberikan petunjtdu ebukti bahwa
perjanjian sewa-menyewa yang terjadi antara perajgigngan tergugat
| adalah dibuat dengan bentuk tertulis, hal iniabeahwa perjanjian
tersebut dibuat secara lisan/tidak tertulis ;

Menimbang akan tetapi harus dipahami pihak-pihakwaa sekalipun
perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak dibuat dald@ntuk
tertulis,namun perjanjian tersebut tidaklah berlakatuk selama-
lamanya, sebab jika demikian halnya perjanjian etaus telah
bertentangan dengan tujuan perjanjian sewa ituirsend

Menimbang bahwa hal tersebut telah diperjelas miekadtentuan pasal
12 ayat 3 Jo.pasal 12 ayat 6 Undang-Undang Nomdahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman, yang mengheadakiterhadap
setiap sewa-menyewa hunian rumah dibuat dalam bdettulis dan

demi hukum berakhir setelah 3 (tiga) tahun undamgdang ini berlaku ;
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Menimbang bahwa di sisi lain, baik mengenai rumahgonan tanah
yang ditempati penggugat adalah merupakan asetdpéridfaga yang
dinyatakan dalam status likuidasi, maka untuk marherkewajiban

terhadap pihak ketiga,oleh PT. Kerta Niaga (terguyamaka baik

mengenai rumah maupun tanah sengketa yang didianggogat telah
dioperkan dan dilepas kepada tergugat Il,sehinggaakiah sertifikat
Nomor 1878 atas nama tergugat Il tersebut (T-11 3)

Menimbang bahwa mengenai penjualan aset tersedah tpula

diberitahukan kepada penyewa (in casu pengugugpéls tersebut
dalam bukti T-2 ;

Menimbang bahwa dengan dioperkan dan dilepaskasstaramah yang
menjadi sengketa tersebut kepada Tergugat Il yakwgatkan dengan
terbitnya sertifikat hak milik nomor 1878 atas nafergugat Il, maka
kepemilikan rumah maupun tanah sengketa telahibdmpada tergugat
Il;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi kewenampgsuh dari

pihak tergugat Il sebagai pemilik untuk meneruskambali sewanya
atau tidak ;

Menimbang bahwa, memperhatikan keadaan bahwa pdrgkigat Il

tidak menghendaki lagi adanya perjanjian sewa-mgayatas obyek
perkara, maka tidak ada lagi hak penggugat untuknumtet

diberlakukanya perjanjian sewa-menyewa yang tedghdi sebelumnya
yaitu antara penggugat dengan tergugat I;

Menimbang bahwa pengoperan dan pengesahan hakrustedh dan
tanah sengketa dari tergugat | kepada tergugalalh tdilakukan di depan
Notaris Toni Iskandar, SH, sebagaimana tersebandalkta nomor 19
tanggal 27 Oktober 2000(Bukti T-I-1A), maka pengaepe dan

penyerahan hak yang demikian telah sesuai dengemtikan hukum
yang berlaku,sehingga tidak ada alasan untuk makematpengoperan
dan penyerahan hak tersebut cacat dan karenanyes li#vatalkan,
sehingga sertifikat Hak Milik Nomor 1878 yang kerardlahir sebagai
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tindak lanut dari adanya pengoperan dan penyerahlatersebut adalah
sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangaadi maka tidak
ada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukumtgtamgdilakukan

oleh tergugat |, tergugat Il maupun tergugat lllkaaleh karenanya
gugatan penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak,malkeyabiperkara
dibebankan kepada penggugat ;

Dalam Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensialadakperti

tersebut diatas ;

Menimbang bahwa wujud gugatan rekonvensi adalakersefersebut

diatas ;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkannddtanvensi

harus dianggap termuat dalam rekonvensi ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkéamdgugatan

konvensi, maka pada awal mulanya rumah dan tanapket&a yang

dihuni oleh tergugat rekonvensi (penggugat konyesehulunya adalah
merupakan aset milik PT.Kertaniaga (tergugat Wemsi) ;

Menimbang bahwa oleh karena PT.Kerta Niaga telalgatakan dalam
likuidasi, maka rumah dan tanah sengketa oleh RTaKeaga (tergugat |
konvensi) telah dioperkan dan diserahkan haknyaad&@ppenggugat
rekonvensi (tergugat 1l konvensi), sebagaimanaebers dalam akta
pengoperan dan penyerahan hak nomor 19 tanggak®b& 2000 yang
dibuat oleh Notaris Toni Iskandar ( T-Il 1A) ;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari pengopdan penyerahan
hak atas rumah dan tanah sengketa ini, maka kemymiek Badan

Pertanahan Negara Kabupaten Bangka (tergugat hivekmsi ) telah

menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1878 atasmaapenggugat

rekonvensi (tergugat Il konvensi), sehingga dendamikian hak milik
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atas rumah dan bangunan sengketa telah beralimeajadi milik penuh
penggugat rekonvensi (tergugat Il konvensi) ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menjadi kewgamapenuh
penggugat rekonvensi (tergugat | konvensi) untuk nen@kan
peruntukan atas harta miliknya (in casu rumah daah sengketa) ;
Menimbang bahwa oleh karena penggugat rekonvemsgugat Il
konvensi) tidak menghendaki lagi adanya sewa-meayemaka tidak
ada lagi hak tergugat rekonvensi untuk menuntwtrthkukanyakembali
hubungan sewa-menyewa yang terjadi sebelumnya aanengugat
rekonvensi dengan tergugat | dalam konvensi ;

Menimbang bahwa hak kepemilikan atas rumah darhtaeagketa telah
beralih kepada penggugat rekonvensi, sedangkangpgag rekonvensi
sudah tidak mengizinkan dan menginginkan sewa nvem\aas tanah
terperkara/sengketa lagi, maka keberadaan tergugdonvensi
(penggugat konvensi) yang tetap mendiami rumahk&taglengan tanpa
ijin menggugat rekonvensi sebagai pemilik yang salalah merupakan
perbuatan melawan hukum, hal mana telah ditegagklm ketentuan
pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19829
menentukan bahwa penghunian rumah oleh bukan pemlnya sah
apabila ada persetujuan atau ijin dari pemilikabm

Menimbang bahwa oleh karena status penghunian gatgekonvensi
(penggugat konvensi) adalah tidak sah dan melaw#urh, maka
kepada tergugat rekonvensi harus dihukum untuk srahkan dan
mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketdak@eaggugat
dengan tanpa bebab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terselatidsd maka
gugatan harus dikabulkan sebagian, sementara sgrhtamtutan ganti
rugi harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukdiemikian pula
terhadap tuntutan Dwangsom, oleh karena sifat elsseldapat

dilaksanakan secara riil, maka tuntutan inipun faitolak ;
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36. Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensibdikan maka

37.

biaya perkara harus dibebankan kepada tergugahveksi (penggugat

konvensi) ;

Setelah memperhatikan undang-undang yang bersamgkut

Mengadili :
Dalam konvensi ;

a)
b)
C)

d)

Menolak eksepsi tergugat Il ;
Dalam pokok perkara
Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkdrasse Rp.
1.289.000 (satu juta dua ratus delapan puluh delpplih sembilan
ribu rupiah) ;

Dalam rekonvensi

a)

b)

d)

f)

g)

Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untukgseha

Menyatakan bahwa akta pengoperan dan penyerahanomadr 19

serta bangunan yang berada diatasnya adalah samunkokum ;

Menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan yatamn

melawan hukum ;

Menyatakan bahwa hubungan sewa-menyewa terselait peitus

dan berakhir demi hukum ;

Menyatakan jual beli tanah dan bangunan terperkansara
penggugat rekonvensi dengan tergugat | adalah aammg&mpunyai
kekuatan hukum ;

Menyatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah penséh
terhadap obyek perkara ;

Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 1878 atas rmapenggugat

rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hykum
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h) Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan dan
mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi obsedara

kepada penggugat rekonvensi tanpa beban ;

i) Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar bipgeara

secara nihil ;

j) Menolak gugatan selebihnya ;

Atas Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersePehggugat tidak
puas dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggiafra Selatan. Dasar
hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pad&m pada intinya adalah
karena apa yang telah diputuskan oleh Pengadilg@riN8ungailiat tidak sesuai
dengan apa yang digugat oleh penggugat dalam pagad, tidak memenuhi rasa

keadilan bagi penggugat selaku penyewa rumah.

Setelah permohonan pemeriksaan dalam tingkat bgnding diajukan
oleh kuasa hukum pembanding dan telah diajukan mepamding yang oleh
terbanding Il, telah juga diajukan kontra memodnding, dengan risalah
penyerahan kontra memori banding tanggal 29 Aguski®3, Nomor
05/Pdt.G/2003/PN.SGT, sedangkan, terbanding | Haid&k mengajukan kontra

memori banding.

2.2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor
124/PDT/2003/PT.PLG
2.2.2.1 Pokok Pertimbangan Hukum

1. Menimbang bahwa permohonan banding dari pengguwgabanding
diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuai dara serta
persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam graatiang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut harus dikaivy

2. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengaksas®a

mempelajari dan meneliti secara cermat berkas erkgang
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bersangkutan yang terdiri dari berita acara pengjda salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 105G78003/PN.SGT
tanggal 4 Juli 2003, serta surat-surat dan alatbaikti lainnya dan telah
pula memperhatikan memori banding dari penggugatiaeding
tanggal 5 Agustus 2003 dan kontra memori banding tEgugat
ll/terbanding 1l tanggal 27 Agustus 2003, berperadaebagai berikut :

Dalam Konpensi,

Dalam Eksepsi ;

Menimbang bahwa alasan eksepsi dari tergugat rbHteding telah
dengan benar dan tepat dipertimbangkan oleh halerkapa bahwa
alasan eksepsi tersebut sudah memasuki lingkungeokperkara, maka
eksepsi tergugat lll/terbanding Il harus ditoldipat Pengadilan Tinggi
setujui dan oleh karena itu putusan hakim pertaent@ eksepsi harus
dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa perihal pendapat hakim pertamdn teiterangkan
dalam pertimbangan hukum pada putusan a quo, Piégdahggi tidak
sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagai fakta hukum penggugat/pembanding takeneruskan
hak sewa orangtuanya yang bernama Ku Khin Tjharaddomah atas
tanah dan rumah obyek sengketa di jalan Muhidin dlob%8 Sungailiat
kepada tergugat | telah berjalan dari tahun 1946psa dengan tahun

2003 (saat perkara a qou timbul) ;

Bahwa tergugat/terbanding | semula PT. Aduma Niak@mnudian
berubah menjadi PT. Kerta Niaga, tidak menolak osi
penggugat/pembanding sebagai pemegang hak sew& cleymketa

milik tergugat | tersebut diatas.
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Bahwa penggugat ternyata sebagai penyewa yangkbdribaik hal ini
dapat dilihat adanya pembayaran uang sewa yank nigsmunggak dan
memelihara obyek sengketa dengan baik pula. Hadapat dibuktikan
dengan adanya renovasi obyek sengketa yang dilaku&keh
penggugat/pembanding dengan biaya sendiri dan dedekujui pula oleh
tergugat | (bukti P1).

Bahwa tergugat | pada tahun 2009 telah menjuahdelharta-harta
kekayaanya yang berada di pulau bangka termasuskadsngketa dan
telah dibeli oleh tergugat II.

Bahwa sebagai fakta hukum tidak tenyata pula pitedgugat 1/
terbanding | sebelum menjual lelang obyek sengketah

memberitahukan kepada penggugat/ pembanding sebiagai penyewa

Bahwa penggugat/pembanding yang telah lama bertetmpggal di
obyek sengketa tidak ternyata ada memiliki rumatu aempat tinggal

yang lain selain yang menjadi obyek sengketa ;

Bahwa tergugat ll/terbanding Il ternyata adalahraeg pengusaha yang
merencanakan bangunan obyek sengketa yang akanadagu untuk

asrama para karyawannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebudtds, Pengadilan
Tinggi akan mempertimbangkan gugatan penggugat/aedibg dari

segilegal justice, sosial justice, maupurmoral justice.

Menimbang bahwa obyek sengketa telah jelas diikaigdn perjanjian
sewa-menyewa antara penggugat/pembanding sebaggevipe dan
tergugat l/terbanding | sebagai pihak yang menyewalpemilik) dan
perjanjian sewa-menyewa ini tidak bertentangan aergetentuan pasal
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karnémakedua
pihak, penggugat/pembanding dan tergugat I/terlbgndl harus
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mematuhi dan tidak dapat memutuskan perjanjiaebetssecara sepihak

Menimbang, bahwa prinsip yang berlaku dalam peganjsewa-
menyewa adalah aturan pasal 1576 KUH Perdata yaemyebutkan
bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, ketelah diperjanjikan

pada waktu menyewakan barang itu ;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa-menyewa obyekksta antara
penggugat/pembanding dengan tergugat |/ terbandingtidak

menghapuskan hak sewa penggugat/pembanding atek séygketa dan
sewa menyewa obyek sengketa tersebut tetapi bergauai dengan

perjanjian sewa-menyewa;

Menimbang bahwa secara sosial kedudukan penggegdaignding
berbeda cukup jauh dimana penggugat/pembanding ahamgmiliki

tempat tinggal satu-satunya yaitu obyek sengkeddarggkan tergugat
ll/terbanding 1l adalah pengusaha yang cukup batar pebisnis besar,
sebab dengan demikian dapat menikmati obyek semgkmhg telah
dibeli oleh tergugat l/terbanding selama ini (3u@htelah mengaku
menderita kerugian berupa keuntungan yang dihamapkabesar
Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau R@0D0000.000
(Sepuluh Milyar Rupiah) atas kerugian tidak dapagnikmati obyek

sengketa.

Menimbang bahwa dari fakta di atas nilai kegunaas abyek sengketa
bagi penggugat/pembanding sangat besar karena hsatyasatunya
tempat tinggalnya bagi tergugat ll/terbanding Ilsthaada bangunan
yang lain yang dapat dijadikan tempat usahanya ataek sengketa
justru oleh tergugat II/ terbanding Il hanya akajadikan asrama para

karyawannya saja ;

Menimbang bahwa tergugat I/terbanding | sebelumjnagtelang obyek
sengketa tidak pernah memberitahukan penjualankadBmgketa kepada

penggugat/pembanding, yang secara keadilan ataatutep sosial
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mempunyai hak untuk menentukan pilihannya atas lolsengketa,
apakah akan membeli atau tidak melanjutkan hak sgavalengan

mendapatkan uang pesangon untuk pindah dari oleyelksta ;

Menimbang bahwa sikap tergugat l/terbanding | tidemberikan hak
opsi tersebut tidak dibantah oleh tergugat l/tediozsn |, dengan
demikian perbuatan tergugat l/terbanding | dapkatdgorikan sebagai
perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar hakg olain

(penggugat/pembanding);

Menimbang bahwa di pihak tergugat Il/ terbandingébagai pembeli
obyek sengketa juga harus mengetahui akibat hularmpénjualan atau
perpindahan tangan obyek sengketa sebagai obyg&njen sewa-

menyewa dan secara moral selayaknya tergugat fbhaneing Il

menghargai  atau  mengakui hak historis  (sejarah) i dar

penggugat/pembanding terhadap obyek sengketa. Dengugat
ll/pembanding 1l sebelum membeli obyek sengketai dargugat
I/terbanding | terlebih dahulu mencari keterangatasahak opsi
penggugat/pembanding terhadap obyek sengketa, lapakggugat akan
membeli obyek sengketa atau tidak sesuai dengagahgang wajar

sebelum tergugat ll/pembanding Il membeli;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangarasligPengadilan
Tinggi berpendapat cukup beralasan hukum tuntutamgatgn
penggugat/pembanding untuk dikabulkan, karena :

a. Tergugat l/terbanding | sebagai pihak yang menyewakbyek
sengketa kepada penggugat/pembanding tidak dapatenuhi
kewajibannya yaitu menjamin hak penggugat/pembandin
menikmati hak sewa obyek sengketa dari tuntutarakpikain

(tergugat Il/terbanding I1);
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b. Jual beli obyek sengketa antara tergugat l/terlvandi sebagai
penjual kepada tergugat Il atau pihak lain telatanggar hak opsi
penggugat/pembanding, oleh karena itu jual beliebgengketa
mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyaiakak

hukum ;

c. Pensertifikatan obyek sengketa sebagai hak milimdlol879 oleh
tergugat lll/terbanding IIl atas permohonan tergug@embanding
Il adalah merupakan perbuatan yang mengandung dadaim
karena perolehan obyek hak milik yang dimohonkasetsut oleh
tergugat ll/terbanding Il didasari oleh hak yangcata maka
perbuatan tergugat lll/terbanding |IlI tersebut abal dapat
dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukleh, karena
itu Sertifikat Hak Milik Nomor 1879 obyek sengketebagai
Sertifikat Hak Milik atas nama tergugat ll/terbamgli Il adalah
Sertifikat Hak milik yang cacat hukum, maka tidakrikekuatan
hukum ;Hak sewa penggugat/pembanding atas obyekksen
sebagai mana telah dipertimbangkan diatas tetapyikenobyek
sengketa walaupun penguasaan obyek sengketa telgdindah

tangan

Menimbang bahwa  berdasarkan alasan-alasan yang h tela
dipertimbangkan diatas menurut pertimbangan Pelagadilinggi
gugatan penggugat/pembanding cukup beralasan hukuwmuk

dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat/pemlzantitah
dikabulkan, maka tergugat/terbanding sebagai pyalg kalah secara
tanggung rentenng dihukum untuk membayar biaya gperkni dala

kedua tingkatan peradilan ;

Dalam Konvensi :
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Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangamparigan
hukum pada gugatan konvensi berlaku pula bagi rmpbangan-

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara gungagkonvensi ini

Menimbang bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gaigarekonvensi
dari penggugat rekonvensi adalah bersangkut paugate fakta-fakta
yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvelsiana dalil-dalil
gugatan Rekonvensi sepatutnya dinilai tidak berttasahukum yang
sah, maka harus dikesampingkan dan oleh karergugatan rekonvensi

harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat rekonteasi ditolak,
maka biaya yang timbul dalam gugatan rekonvenstldibkan kepada

penggugat rekonvensi yang sampai saat ini nihil ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pegrgddegeri
Sungailiat Nomor 05/Pdt G/2003/PN.SGT tanggal 4 2003 yang
dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagn dharus
dibatalkan;

2.2.2.2 Putusan
Mengadili :

a. Menerima permohonan banding dari penggugat/pembgndi

b. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Sianhg@mor
05/Pdt.G/2003/PN.SGT, tanggal 4 Juli 2003 yang diom&an
banding ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :,

Dalam Eksepsi :

a. Menyatakan eksepsi tergugat Ill ditolak;
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Dalam Pokok Perkara :

a.

b.

g.

Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
Menyatakan tergugat | telah melakukan wanprestasi ;

Menyatakan jual beli tanah dan bangunan rumah olgelgketa

adalah cacat hukum,oleh karena itu tidak berkekutatkum ;

Menyatakan tergugat Il dan tergugat Il telah maekaa perbuatan

melawan hukum ;

Menyatakan hak sewa atas tanah dan bangunan ruimygdk o
sengketa dalam keadaan status quo ;

Menghukum tergugat I, 1l dan lll secara tanggungteeg untuk
membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat dilara yang
pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (Seratos LRuluh
Ribu Rupiah) ;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi

a. Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat dalanomensi

b.

untuk seluruhnya ;

Menghukum penggugat dlam rekonvensi untuk membahiaya

perkara yang besarnya Nihil.

2.2.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1823K/PDT/2004

Pemohon Kasasi dahulu Tenggugat Il / Terbandingndgderkara
ini adalah Megawati, selaku pembeli rumah yanglatilg oleh
PT. Kertaniaga, beralamat di Taman Duta Mas B-114 (R1/
RWO09 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol,

Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebgudget Il ;
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Termohon Kasasi dahulu Tergugat / para Terbandiagna
perkara ini adalah Sintawati, umur 47 tahu,wirasaabertempat
tinggal di Jalan Muhidin Nomor 168t Kabupaten Bemg

Bahwa menurut keadaan yang benar penggugat aaklpgatnah
mengadakan perjanjian sewa-menyewa, yang oernapadakan
perjanjian sewa-menyewa secara lisan orang tuagpeag asal
dan jelas perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dbken, jadi
menurut ketentuan hubungan antara penggugat asaedaugat
asal | tidak ada hubungan sewa-menyewa, tapi hargradiami
tanah dan rumah sengketa milik tergugat asal Iraetiam-diam
dan tidak pernah mengadakan hubungan sewa-menyewa
dahalu maupun saat ini. Kalaupun ada hubungan semgewa
tentunya akan berakhir dengan meninggalnya salah ghak.
Oleh karenanya, penggugat asal untuk dapat tindgigalimah
sengketa seharusnya mengadakan perjanjian baramésgugat
asal | tidak pernah diperlukan sebagai uang seasggnla tidak
didasari dengan perjanjian yang sah, sehingga aetakum
penggugat asal meninggali tanah dan bangunan dentikepa
dilindungi hukum, atau dengan kata lain penggugat ainggal
di obyek sengketa hanya didasari belas kasihan claja karena

itu wajar apabila penggugat asal harus pindah.

Pokok Pertimbangan Hukum

1) Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasssbtg,

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-kaberat

tersebut dapat dibenarkan, karena judex factie dkiag

Tinggi salah menerapkan hukum, sebab berdasarkdarign

Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman, pasal 12 ayat (3) jo.(6), sewa menyewa

penghunian rumah secara lisan demi hukum berakhtetadh

tiga tahun berlakunya undang-undang ini;
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2) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatassaou
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2004
Nomor 124/Pdt/2003PT.PLG tidak dapat dipertahand&gin
dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan
mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri
Sungailiat yang telah tepat dan benar menjadikdragss
pertimbangan sendiri akan mengadili perkara ingd@mamar

seperti dibawah ini ;

3) Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
pemohon kasasi dikabulkan, maka termohon
kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang kalahmdala
perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkararda

semua tingkat peradilan ;

4)  Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No#or
tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 dan undang-undang
serta peraturan lain yang bersangkutan ;

2.2.3.2. Putusan
Mengadili :

a) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi

Megawati Tersebut ;

b) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang
tanggal 20 Januari 2004 Nomor 124/Pdt/2003/PT.PLG
yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Sungailiat tanggal 4 Juli 2003 Nomor
05/Pdt.G/2003/PN.SGT.

Dalam Konpensi

a) Menolak eksepsi tergugat ;

Dalam pokok perkara
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a) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

a) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk

sebagian ;

b) Menyatakan bahwa akta pengoperan dan penyerahan hak
nomor 19 serta bangunan yang berada diatasnyahadala

sah menurut hukum ;

c) Menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan

perbuatan melawan hukum ;

d) Menyatakan bahwa hubungan sewa-menyewa tersebut

telah putus dan berakhir demi hukum ;

e) Menyatakan jual beli tanah dan bangunan terperkara
antara penggugat rekonvensi dengan tergugat | fadala

sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

f) Menyatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah gemili

sah terhadap obyek perkara ;

g) Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 1878 atas mam

penggugat rekonvensi adalah sah menurut hukum ;

h) Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan
dan mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi

obyek perkara kepada penggugat rekonvensi tan@nbeb
1) Menolak gugatan selebihnya ;

J) Menghukum termohon kasasi/pengugat asal untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemadila
yang dalam kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (limasra
ribu rupiah) ;
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k) Menyatakan tergugat rekonvensi adalah pemilik sah

terhadap obyek perkara.

Analisis Hukum
2.3.1Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah daralT8ecara

Lelang Terhadap Gugatan Pihak Ketiga

Pengadilan Negewdalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2003/PN SGT
tanggal 4 Juli 2003 memutuskan perkara bahwa Jeklténah dan
bangunan obyek sengketa adalah sah dan mempuri@atia hukum
sehingga akta pengoperan dan penyerahan hak sergaran yang ada
diatasnya adalah sah menurut hukum dan sertipikatndd 1878
mempunyai kekuatan hukum. Disini Pengadilan Tingldrtama
memutuskan bahwa telah terjadi Jual beli yangkdkan secara lelang
antara Tergugat | (PT Kertaniaga) kepada Tergug@légawati) yang
selanjutnya dilakukan proses pembuatan sertipikatigh Tergugat Il
(Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka). tihgebisertifikat
Hak Milik atas Pihak Tergugat Il yang didahului lmlpemindahan hak
secara jual beli secara lelang merupakan perishweum yang sah.
Pengadilan menyatakan bahwa tergugat adalah pesailikatas obyek
perkara dan hubungan sewa menyewa telah putube@khir demi
hukum. Hal yang menjadi dasar putusan Pengadilagefé&ungailiat
dalam memutuskan ini adalah bahwa Hukum harus mekabe
perlindungan pada pembeli aset secara lelang, @imaegara
memberikan jaminan adanya perlindungan terhadapekeratas obyek
lelang. Selain itu, hakim menyatakan bahwa Pendgetgh melakukan
perbuatan melawan hukum dan menghukum penggugatk unt
menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan rnyanjadi
obyek perkara kepada tergugat.

Berdasarkan hal diatas, penulis berpendapat bdhilaan putusan
hakim pengadilan negeri tingkat pertama, dengaas jelinyatakan
adanya perlindungan hukum terhadap Pembeli Obysk ledang dari
gugatan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Penggugaarena
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merupakan perbuatan hukum yang sah dan mempurkaates hukum,
sehingga dapat dibuat bukti kepemilikanya berupdipgeat. Hal ini
dijamin dalam Pasal 19 ayat 2 (c) Undang-Undangidicd Tahun 1960
dan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah NodhoFahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 19 ayat 2 (c)iptuaga dimaksudkan
bahwa dalam pendaftaran tanah diikuti dengan pearbesurat-surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktiamg yarat. Jual beli
secara lelang yang diikuti oleh pendaftaranya ditBaPertanahan akan
memperoleh sertipikat sesuai dengan ketentuan gieatgr dalam pasal
19 ayat 2 (c) UUPA tersebut diatas. Setiap Perrahaal yang timbul
ketika adanya sengketa di pengadilan yang terkamgan tanah
penyelesaianya akan dilakukan melalui proses pkfiaou Alat bukti
terpenting yang harus dimiliki dan dapat memperkpeasisi pembeli
lelang dalam hal ini adalah sertipikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pentehiaiaor 24
Tahun 1997, dinyatakan bahwa sertipikat merupakeaat $anda bukti
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang Ioeat. hal tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya ketentuaselteat hendak
memberikan perlindungan terhadap pemilik tanalgyafah didaftarkan
dan memiliki sertipikat bukti hak atas tanah. dengata lain, cmemiliki
kekuatan hukum yang kuat, kecuali data-data yamgdadam sertipikat
tersebut tidak sesuai dengan data yang tercantlemdsurat ukur dan
atau buku tanah, atau apabila pihak lain dapat mktikdan sebaliknya
bahwa data-data yuridis maupun fisik yang ada daanipikat tidak
benar.

Sebagai pemilik secara sah atas obyek jual beil ledeng, maka
secara otomatis kepemilikan rumah dan tanah yangjadiie obyek
sengketa telah beralih dari dari Tergugat | paéagidgat 1l selaku
pembeli.

Peralihan kepemilikan dengan cara jual beli sechsiang
merupakan peralihan hak kebendaan obyek lelangpdejual kepada
pembeli. Dengan demikian, maka telah terjadi peaalihak milik dari
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penjual kepada pembeli. Pasal 1576 KUH Perdataangmmenyatakan
bahwa jual beli tidak membatalkan sewa-menyewa yarjgdi.dengan
ketentuan ini undang-undang bermaksud melindungi pehyewa
terhadap pemilik baru apabila berang tersebut difitangankaff

Ketentuan penerapan Pasal 1576 KUH Perdata hdratdialam
kaitanya dengan obyek lelang, bahwa dengan adasymaglan barang
secara lelang, yang diserahkan penjual kepada pendualah
perpindahan hak kebendaan baik secara fisik data rfgtelijk, actual)
maupun secara yuridis. Hak lain diluar itu tidakatie ke pembelf?
Ketentuan ini bisa disimpangi apabila pokok sergkelidalilkan
berdasarkan dalil “hak milik".apabila terjadi seetk maka dalam
gugatan harus secara cermat dirumuskan dalil digkpsbila tidak
cermat dalam merumuskan, gugatan bisa menjadi K&lioscuur Libel),
karena dalam suatu gugatan tercampur aduk duaagugetkok yang
berdiri sendir®* Supaya gugatan dapat diterima, maka rumusan gugata
harus cermat mengaitkan dalil hak milik dengandekabsahan sewa-
menyewa atas alasan yang menyewakan bukan oraggogsinak untuk
menyewakan sehingga hubungan sewa-menyewa merupisddakan
yang melawan hukurir.

Perbuatan Penggugat yang menguasai obyek rumaa ijgmplari
Tergugat Il selaku pemilik sah obyek jual beli haswa menurut penulis
memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum yangrdialam Pasal
1365 KUH Perdata.dibawah ini akan diuraikan unswsuu perbuatan
melawan hukum yang telah terpenuhi :

1. Ada suatu perbuatan;

Penggugat menempati rumah dan tanah milik Tergliggang

telah dibeli secara lelang dari Tergugat I,

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

62 Subekti,Op Cit, hal 94.

63 M.Yahya Harahap,Ruang Lingkup Permasalahan Eks@&idang Perdata, (Jakarta :
Sinar Grafika), hal 163

o4 Ibid, hal 347

6 I bid.
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Penggugat tetap mendiami rumah sengketa tanpa dan
Tergugat Il selaku pemilik resmi rumah dan tanah,

3. Adaunsur kesalahan ;

Tindakan Penggugat menempati rumah tanpa ijin rggkan
ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomahiit 1992.

4.  Ada kerugian yang ditimbulkan ;

Tergugat Il selaku pemilik rumah dan tanah yangmyketakan
tidak dapat menempati rumah dan tanah miliknya.

5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugemy y
ditimbulkan, dalam hal ini tindakan penggugat yanglakukan
penguasaan atas rumah dan tanah milik tanpa ifinTéagugat |l
menyebabkan pemilik tidak dapat memanfaatkan tadah
bangunan yang dibelinya melalui pelelangan dargigat |.

Penulis juga berpendapat bahwa penerapan pas& KSH
Perdata juga harus dikaitkan dengan pengertian-s@myewa yang ada
dalam ketentuan pasal 1548 KUH Perdata.

Ketentuan 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewmgena
adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu ikathgn diri dengan
memberi pada pihak lain suatu kenikmatan dari si@@ang selama
suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu lyamga oleh pihak
terakhir disanggupi pembayarannya. Penyebutan gamngiku tertentu
dalam uraian pasal 1548 KUH Perdata memberikans@atanengenai
keberlakuan suatu perjanjian sewa menyewa yangs Hagtakhir pada
waktu tertentu yang telah ditentukan. hal ini tesfijja sejalan dengan
rumusan yang ada dalam pasal pertimbangan pasaydt2(1),(2) dan
ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 TentargrRahan dan

Permukiman.
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Berdasarkan tinjauan penulis, dalam kasus ini hakim

mengesampingkan pasal 1571 dan 1576 KUH Perdatandaggunakan
pertimbangan pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (&)adg-Undang Nomor
4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukimanaietasgar hukum
dalam memutuskan tentang status Perjanjian sewgawanya.

Pasal 1571 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika shimaat
dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir padaktwv yang
ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia rendnenghentikan
sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu ydvagudkan oleh
kebiasaan setempat. Sedangkan Pasal 1576 KUH Rendaa
menyebutkan bahwa dengan dijualnya barang yangwdjsesuatu
persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah dipatugiecuali apabila
ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan bgra

Apabila pasal 1576 KUH Perdata diterapkan dalarsuaini,
maka walaupun telah terjadi jual beli atas rumah t@eah, perjanjian
sewa-menyewa yang dilakukan secara lisan tetamrgmiling, karena
berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukam pé@ggugat, pihak
yang menyewakan tidak pernah menyatakan hal ira padt pertamakali
dibuat kesepakatan perjanjian sewa menyewa secsaa. INamun
penerapan ketentuan 1576 KUH Perdata harus dditatdibandingkan
dengan ketentuan lainnya, seperti ketentuan f&st8 KUH Perdata,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan Risalah leksentp akte
peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan Seatipleh tergugat. hal
ini perlu diperhatikan karena obyek sengketa yapglddalam perkara
ini dilakukan peralihan haknya melalui cara peigkn.

Penerapan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undanwpr 4
tahun 1992 yang dilakukan oleh Pengadilan Negenig8iliat menurut
penulis adalah sudah tepat. Pasal 12 ayat (6) rbatkgn bahwa sewa-
menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis dapgtas waktu yang
berlangsung sebelum berlakunya undang-undang myathkan telah
berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah bergkuundang-undang

ini. Penulis sependapat dengan majelis hakim yangland
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pertimbanganya menyatakan bahwa sekalipun pematgesebut tidak
dibuat dalam bentuk tertulis, namun perjanjian seveayewa tersebut
tidak berlaku untuk selama-lamanya, dan memilikabavaktu limitatif

mengenai jangka waktu berakhirnya, karenanya apdial ini tidak

dilakukan, tentu saja bertentangan dengan sifatujaan perjanjian itu
sendiri.Dalam hal tidak dinyatakan secara tegak pkra pihak, maka
pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan keteanRasal 12 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun sudah tepat.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
menyebutkan bahwa Penghunian rumah oleh bukan igenaihya sah
apabila ada persetujuan atau izin pemilik. Halyiahg menjadi dasar
bagi Tergugat Il selaku pembeli yang memiliki keaegan penuh untuk
menentukan peruntukan atas hak miliknya. Dengan ikiiem
keberadaan penggugat yang tetap mendiami obyekhrtemga ijin dari
Tergugat Il sebagai pemilik yang sah bertentangamgan ketentuan
pasal 12 ayat (1) diatas dan dapat dikategorikdragse perbuatan
melawan hukum.

Mengenai Perpindahan hak melalui lelang, menurséalpa26 Rv,
menyatakan :

bahwa hak milik barang yang dilelang berpindahakegan pembeli
berdasarkan pengumuman kutipan daftar pelelangag Vidak
dapat dibuktikan selain menunjukkan dengan buktulis yang
dikeluarkan oleh Kantor Lelang yang menyatakan l@ahelah
dipenuhi semua syarat pembeli&h.
berdasarkan hal tersebut, sejak peserta dinyatdkandisahkan
sebagai pembeli oleh jawatan lelang, jual beli bgialang telah sah dan
mengikat atau telah definitif damoncluded kepada pembeli dan
penjual®’berarti, sebagai pembeli lelang maka pembeli lelagigh
menjadi pemilik obyek lelang dan secara hukum hdiusdungi.
Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sungaitignurut

penulis sudah secara tepat memutuskan perkaratetignkeputusan ini

66 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Repulddnbsia,(Jakarta: Ichtiar Baru Van

Hoeve), hal 728.
67 M.Yahya HarahapQpCit..hal 162..

Uniggas Indonesia
Penerapan pasal..., Muhammad Hasybi Jauhari, FH Ul, 2011.



1

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selgtarg menyatakan
penggugatmemiliki itikad baik karena selalu membagacara tepat
waktu pada tergugat I. Hakim Pengadilan Tinggi ngemgkan dasar
ketentuan pasal 1576 KUH Perdata dan tetap mengarggh perjanjian
sewa-menywa tersebut dengan mengacu pada ketgrasah1338 KUH
Perdata.

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara pripsigualan
obyek sengketa atas obyek sengketa tidak menghapuisék sewa
menyewa antara Penggugat dan Tergugat | dan mekantusahwa
obyek sewa-menyewa tetap berjalan sesuai dengganjem sewa-
menyewa. Berdasarkan pertimbangan hukum ini, makara hukum
sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat Il tidak mdiki kekuatan hukum
lagi, karena Pengadilan Tinggi menganggap bahwalgiean sertipikat
tersebut tidak berdasarkan alas hak yang sah.kpstusan Pengadilan
Tinggi tersebut, Mahkamah Agung memeriksa dalangktah kasasi
menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian sesverewa antara
Penggugat dan tergugat ll, karena unsur-unsur dal@nanjian sewa
menyewa yang menyatakan bahwa sewa-menyewa tidgbat da
diwariskan dan harus memiliki jangka waktu, sehagglahkamah
Agung menerapkan ketentuan pasal 12 ayat 6 (ebaang-Undang
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukissata
mengesampingkan ketentuan pasal 1576 KUH PerdaiainHsejalan
dengan keputusan hakim pengadilan tingkat pertama.

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Hakim Pelagadi
Tinggi salah menerapkan ketentuan pasal 1338 KUHlde® karena
masalah dalam kasus ini menyangkut hubungan sewgewa antara
penggugat dengan tergugat, dimana Mahmakamah Agwemganggap
tidak pernah terjadi hubungan sewa menyewa danrqese pasal 1338
KUH Perdata terlalu dipaksakan dan tidak dapatdikgn dasar dalam

memutuskan hubungan sewa-menyewa ini.
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2.3.2Keabsahan Sewa-menyewa Obyek Rumah dan Tanah yang
Dilakukan Menurut Hukum Adat yang Sudah Dijual &ec

Lelang

Keabsahan sewa-menyewa obyek sengketa dalam ikasiepat
dianalisis dengan menggunakan ketentuan pasal KBF6 Perdata dan
dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam pgasglal 1 (Satu)
dan 6 (Enam) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tgnta
Permukiman dan Perumahan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamajurdy
yang menyatakan bahwa sewa menyewa yang dilaku&earss lisan
berakhir selambat-lambatnya 3 Tahun setelah digtenya Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1992 menurut penulis sudadt.tketentuan ini
menjadi dasar, dengan memperhatikan pula keterfasal 12 ayatl(
Satu) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang mekgathahwa
penghunian rumah bukan oleh pemilik hanya sah i@paida
persetujuan dan ijin dari pemilik.

Dalam kasus ini, Megawati selaku Tergugat Il mekapapemilik
yang sah atas obyek sengketa tersebut, karenaneladiveli melalui cara
lelang, dan mensertipikatkan rumah dan tanah tetsée Badan
Pertanahan Nasional berdasarkan Bukti Risalahdefdtia Pengoperan
Hak yang mempunyai kekuatan hukum, karena merupak&mn otentik
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.kaneemiliki posisi
hukum yang kuat, maka pembeli atas obyek lelangsh@itindungi.
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